BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Membicarakan masalah kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di hampir semua negara sedang berkembang seperti  Indonesia bagaikan mengurai benang kusut yang sulit dicari jalan keluarnya. Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena rendahnya produktivitas sumber daya manusia. Produktivitas yang rendah merupakan bagian dari serangkaian rentetan lain yakni pendidikan yang rendah, seseorang yang berpendidikan   rendah   merupakan   akibat   dari   pendapatannya   yang   rendah   pula. Seseorang yang tidak memiliki pendapatan/penghasilan yang cukup, maka dalam konsumsi  atas  barang  dan  jasa  yang  dibelinya  juga  rendah.  Jika  tingkat  konsumsi rendah, gizi tidak tercukupi sesuai standar kebutuhan tubuh, tingkat asupan gizi yang rendah mengakibatkan kesehatan rendah, dan begitu seterusnya hingga semua itu bermuara pada dampak atas semua masalah kolektif yang disebut dengan kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut  Kamala  Chandrakirana  &  Eni  Maryani,  dalam  Kiromin  Baroroh (2006:37) kemiskinan merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi atau esensial  sebagai  manusia  dan  rendahnya  kualitas  pendidikan.  Sedangkan  menurut Barkah   Lestari   (2006:31)   kemiskinan   muncul   karena   ada   dua   faktor   yang mempengaruhi, yakni faktor eksternal dan internal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, yang meliputi rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan, rendahnya tingkat pendapatan serta buruknya kondisi keluarga. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari lingkungan di mana masyarakat  tersebut  berinteraksi.  Adapun  faktor  kemiskinan  yang  berasal  dari  sisi

eksternal  seperti  terbatasnya  pasar  untuk  produk  yang  mereka  hasilkan,  sarana
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transportasi  yang kurang memadai, rendahnya aksesibilitas terhadap modal, kualitas sumber daya alam yang rendah, teknologi yang terbatas, dan kelembagaan yang tidak baik.

Selain masalah kemiskinan yang muncul dari tahun ke tahun, masalah lainnya adalah tingginya jumlah angka pengangguran. Pengangguran didefinisikan sebagai sebuah kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Sementara menurut Sri Hermuningsih (2005:3) pengangguran didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja (labor forcé) untuk memperoleh pekerjaan sesuai yang mereka butuhkan.

Sebagai gambaran, jumlah pengangguran Indonesia pada tahun 2010 yang lalu adalah 23 juta orang atau 10% dari total penduduk, dengan tingkat pendidikan SLTA atau sederajat. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia dapat dilihat pada perbandingan jumlah angkatan kerja dan penduduk yang kerja dalam lima tahun terakhir

seperti pada tabel berikut ini.
	Tahun
	Angkatan Kerja
	Penduduk kerja
	Pengangguran Terbuka

	2006
	106,30  juta
	92,20  juta
	10,40%

	2007
	108,13  juta
	97,58  juta
	9,75%

	2008
	111,95  juta
	102,55  juta
	8,39%

	2009
	113,83  juta
	104,87  juta
	7,87%

	2010
	116,50  juta
	108,20  juta
	7,14%


Sumber: htt://www.bps.go.id
Berdasarkan  tabel  di  atas,  jumlah angkatan kerja dan  penduduk  yang  bekerja setiap tahunnya mengalami kenaikan. Keadaan berbeda jika di bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada kurun waktu yang sama. Hal ini dapat dimaknai bahwa angkatan kerja yang naik tiap tahun juga diikuti penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja oleh pemerintah sehingga jumlah tingkat pengangguran bisa

ditekan.
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Untuk kasus pengangguran di propinsi DIY per Pebruari 2010 tercatat jumlah pengangguran sebanyak  124.400 jiwa naik 1.400 jiwa dibandingkan dengan tahun 2009 pada bulan yang sama yakni 123.000 jiwa. Secara rinci jumlah angkatan  kerja per Pebruari 2009 sebanyak 2,02 juta jiwa dan penduduk yang bekerja 1,93 juta dengan tingkat   pengangguran 6,0%. Kemudian pada tahun 2010 dalam periode yang sama jumlah angkatan kerja sebanyak 2,07 juta dan penduduk yang bekerja 1,94 juta dengan tingkat pengangguran 6,02%, http://yogyakarta.bps.go.id.
Sedangkan jumlah kemiskinan lebih tinggi, yakni mencapai 14% dari total penduduk. Untuk Propinsi DIY, jumlah penduduk miskin 2008 tercatat 616.280 jiwa, pada tahun 2009 sebanyak 585.780 jiwa, dan tahun 2010 masih pada periode yang sama tercatat 577.300 jiwa. Dengan demikian jika dibandingkan dengan tahun 2009, angka kemiskinan di DIY tahun 2010 mengalami penurunan sekitar 8.480 jiwa atau 1,46%. Jumlah tersebut dapat rinci menjadi penduduk miskin di perkotaan 324.160 jiwa (52,60%) pada tahun 2008,   dan 311.470 jiwa (53,17%) pada tahun 2009,   serta 308.360 jiwa (52,92%) pada tahun 2010. Sedangkan untuk penduduk miskin yang tinggal di perdesaan, pada tahun 2008 tercatat 292.120 jiwa (47,40%), dan tahun 2009 sebanyak  274.310 jiwa (46,83%), dan 268.940 jiwa (47,08%) pada tahun 2010.

B.  Fokus Penelitian
Dalam   penelitian   ini   permasalahan   akan   difokuskan   pada:   Model   Pendidikan
Kewirausahaan    Bagi   Remaja    Putus    Sekolah    dalam   Upaya    Mengurangi
Kemiskinan dan Pengangguran di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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C.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Formulasi Model Pendidikan Kewirausahaan  Bagi Remaja  Putus  Sekolah  dalam Upaya  Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, masing-masing sebagai berikut:

1. Tujuan umum
Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan bidang jasa bengkel sepeda motor, pengetahuan dasar tentang bisnis, dan spirit kewirausahaan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi RPS dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan di propinsi DIY.

2. Tujuan khusus
Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus yaitu untuk:

a. Melatih/memotivasi RPS agar memiliki semangat, mental bisnis, dan jiwa wirausaha yang tinggi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru.

b. Mendidik  dan  melatih  RPS  dalam  bidang  jasa  bengkel  sepeda  motor  secara teoretis maupun praktis agar memiliki keahlian sehingga dengan keahliannya tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru di bidang jasa bengkel motor.

3. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan umum dan tujuan khusus di atas, maka penelitian tentang model pendidikan  kewirausahaan  bagi  RPS  tingkat  SLTP  dan  SLTA  atau  sederajat  ini adalah untuk:
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a.  Mencegah terjadinya arus urbanisasi.

b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi RPS tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan.

c.  Menciptakan lapangan kerja baru dalam menekan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di propinsi DIY.

E.  Urgensi Penelitian
Jumlah penduduk miskin di Propinsi DIY pada tahun 2009 sebanyak 585.780  jiwa dari total penduduk, baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebanyak 577.300   jiwa atau mengalami penurunan sebanyak

8.480 jiwa baik untuk daerah perkotaan maupun pedesaan.  Kondisi ini menjadi pemacu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran RPS di tingkat SLTP dan SLTA atau sederajat di priponsi DIY pada tahun yang sama. Dalam konteks RPS, pendidikan kewirausahaan adalah salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Propinsi DIY.   Pendidikan kewirausahaan dalam penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat.

Adanya pemberdayaan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memiliki jiwa kewirausahaan yang pada akhirnya masyarakat memiliki kreativitas dan inovasi dalam menggali sumber daya dan sumber dana sehingga secara sinergis dan berkesinambungan dapat membantu program pemerintah khususnya kemiskinan dan pengangguran di tingkat perdesaan dan perkotaan. Dengan demikian, kemiskinan dan pengangguran  RPS  yang disebabkan faktor ekonomi dan bencana alam  sedikit demi sedikit dapat dikurangi. Selain itu, mereka lebih bisa diterima di masyarakat jika mempunyai pekerjaan karena pengangguran diidentikkan dengan kenakalan dan kejahatan

di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat.  Pendidikan  kewirausahaan  akan  membentuk
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remaja yang produktif, mandiri, terampil, pantang menyerah, dan percaya diri dalam menghadapi setiap tantangan hidup yang semakin ketat.

F.  Hasil yang diharapkan
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tahun kedua ini, maka hasil yang bisa diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya Kelompok Usaha Mikro (KUM) pada sektor jasa perbengkelan sepeda motor di tiap-tiap Kabupaten/Kota.

2. Terlaksananya  pemberian  stimulus  modal  usaha  berupa  peralatan  perbengkelan kepada tiap-tiap KUM sesuai kebutuhan.

3. Terlaksananya kegiatan monitoring berkala dari aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atas asset serta berbagai sumber daya yang telah dimiliki oleh tiap- tiap KUM.

4. Terciptanya lapangan kerja baru bagi pengangguran akibat putus sekolah sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan

di propinsi DIY.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A.   Pengertian Model
Model adalah contoh atau acuan atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat. Maksudnya adalah sesuatu yang mewakili atau yang dapat dijadikan contoh. (http://www.worldagroforesty.org/sea/Publications.12 Maret 2010). Model menurut Forrester (1973) adalah pengganti dari suatu benda atau suatu sistem yang sebenarnya, yang diarahkan untuk keperluan penyelidikan suatu eksperimen. Menurut Simamarta (1983, model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana yang bersifat menyeluruh.

Dari  berbagai  pendapat  tersebut  dapat  diartikan  bahwa model  adalah  sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek atau situasi aktual, yang memperlihatkan hubungan-hubungan langsung maupun tidak langsung serta kaitan timbal balik dalam istilah sebab akibat. Karena  suatu model itu adalah abstraksi dari realitas dengan demikian pada wujudnya kurang kompleks dari pada realitas itu sendiri. Jadi model adalah penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks, dan model dikatakan lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realitas yang sedang dikaji (http://209.85.175.104/search?q=cache:NxJV2Id1-XkJ:www.dephut.go.id.12-2007).
Pemilihan model yang digunakan tergantung pada fenomena (sistem) yang dihadapi.  Kredibilitas  suatu  model  tergantung  pada  efektifitas  model.  Menurut Sitompul (2007) suatu model keberhasilannya dapat diukur dan ditentukan oleh komponen-komponen berikut ini: (1) Akurat, yaitu model dikatakan akurat jika penyelesaian model dapat menggambarkan fenomena dengan akurat yang biasanya ini sulit  diukur,  lebih  mudah  bila  menggunakan  "cocok"  atau  "sesuai";  (2)  Realistik
Deskriptif  yaitu,  apabila  asumsi-asumsi  yang  digunakan  adalah  benar;  (3)  Tepat
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(seksama) yaitu apabila prediksinya menggunakan bilangan-bilangan tertentu atau istilah-istilah matematika tertentu seperti fungsi, gambar geometris dan sebagainya; (4) Awet (Robust) yaitu, apabila model tidak terpengaruh oleh galat dalam input data; (5) Umum (General) yaitu, apabila model dapat digunakan dalam berbagai situasi yang lebih luas; (6) Berguna yaitu, apabila konklusi bermanfaat dan dapat dipakai untuk menghasilkan model yang baik (http://www.sipoel.unimed.in/file.php/44. 12-2010).
B.   Model-Model Diklat
1. Model Alur Sistem
Franco (1993) menggambarkan model diklat dalam tiga model yaitu model alur sistem (systems flow), model integrasi sistem dan analisis (integrations of system and analysis), dan model siklus diklat tipikal (typical raining cycle). Ketiga model Franco tersebut diuraikan sebagai berikut. Model alur sistem diawali dengan kebutuhan pelanggan (client) atau calon peserta diklat. Kebutuhan calon peserta diklat tersebut selanjutnya dianalisis (analysis) oleh penyelenggara diklat. Hasil analisis digunakan untuk membuat rencana diklat (training plan). Rencana diklat berisi pengembangan (development) kompetensi (pengetahuan, sikap, keterampilan).

Pengembangan kompetensi juga didasarkan atas umpan balik (feedback) dan penelitian (research). Berdasarkan penelitian dapat ditentukan teknologi diklat (training technology) yang tepat. Teknologi diklat saling berinteraksi dengan skema pemantauan. Penelitian juga berasal dari umpan balik (feedback). Berdasarkan pengembangan kompetensi  calon  peserta diklat  dibuat  disain  diklat  (training  design).  Selanjutnya, disain  diklat  tersebut  dilaksanakan  (operations).  Pelaksanaan  menghasilkan  peserta yang telah dilatih (trained people). Peserta yang telah dilatih tersebut dipantau secara skematis (monitoring schemes).

Hasil skema pemantauan menjadi umpan balik (feedback). Umpan balik sebagai
8
masukan untuk melaksanakan penelitian.     Uraian di atas digambarkan seperti yang

tampak pada gambar berikut.
CLIENT
RESEARCH               TRAINING TECHNOLOGY

ANALYSIS              TRAINING PLAN

DEVELOPMENT
TRAINING DESIGN

OPERATIONS
TRAINED PEOPLE

MONITORING SCHEMES

FEEDBACK
Gambar II. 1. Model Alur Sistem (System Flow), Franco, 1993.
Kelebihan-kelebihan  model  arus  sistem  di  atas  antara  lain  adalah:  model tersebut didasarkan atas analisis kebutuhan pelatihan, penelitian dan teknologi diklat,

serta umpan balik. Umpan balik dimanfaatkan untuk masukan dalam pengembangan
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dan untuk penelitian lebih lanjut. Model arus tersebut juga memiliki urutan yang harus ada dalam setiap diklat yaitu: (1) analisis kebutuhan diklat, (2) disain diklat, (3) pelaksanaan diklat, (4) evaluasi diklat, dan (5) umpan balik. Kelemahan model ini antara lain adalah analisisnya hanya untuk kebutuhan peserta.

Kebutuhan  di  tempat  tugas  dan  kebutuhan  organisasi  belum  digambarkan. Model ini juga belum tampak menggunakan empat level evaluasi model Kirkpatrick (1994) yang ada hanya pemantauan. Pemantauan hanya melihat proses diklat dan belum melakukan evaluasi. Selanjutnya, model arus sistem ini diatasi kekurangannya dengan menemukan   model   integrasi   sistem   dan   analisis.   Empat   level   evaluasi   model Kirkpatrick adalah model evaluasi diklat yang paling lengkap sampai saat ini. Keempat level evaluasi tersebut adalah: (1) evaluasi reaksi (reaction), (2) evaluasi pembelajaran (learning), (3) evaluasi perilaku (behavior), dan (4) evaluasi hasil (results).

2. Model Integrasi Sistem dan Analisis
Model integrasi sistem dan analisis diawali dengan model sistem diklat terpadu

(integrated training system) yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut. a) Analisis (Analysis);
b) Pengembangan (Development);
c) Pelaksanaan (Operations);
d) Evaluasi (Evaluation);
e) Penelitian (Research).
f)  Identifikasi masalah (Problem identification);

g) Identifikasi kebutuhan diklat (Training needs identification);
h) Pengembangan standar kinerja (Performance standards identification);
i)  Identifikasi peserta diklat (Trainee identication);
j)  Pengembangan kriteria diklat (Training criteria development);
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k) Perkiraan biaya (Cost estimate)

l)  Manfaat biaya (Cost benefit).
Model integrasi sistem dan analisis tersebut ternyata lebih baik dibandingkan model  alur  sistem.  Kelebihan-kelebihan  model  integrasi  sistem  dan  analisis  adalah model tersebut memadukan: (1) Analisis (Analysis); (2) Pengembangan (Development); (3) Pelaksanaan  (Operations); (4) Evaluasi  (Evaluation); (5) Penelitian (Research). Model ini sudah memiliki tiga level evaluasi Kirkpatrick (1994), sudah memiliki perkiraan biaya, dan sudah memiliki manfaat biaya.

Manfaat biaya berguna untuk menyeimbangkan biaya yang dikeluarkan dangan manfaat diklat yang didapat sehingga tidak terjadi pemborosan biaya. Model tersebut juga memiliki urutan yang ada dalam setiap diklat yaitu: (1) analisis kebutuhan diklat, (2) disain diklat, (3) pelaksanaan diklat, dan (4) evaluasi diklat. Analisis untuk model

ini sangat lengkap meliputi tujuh hal.
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Gambar II.2. Model Integrasi Sistem dan Analisis (Integrated of System and Analysis) (Franco, 1993)
Kelemahan  model  integrasi  sistem  dan  analis  antara  lain  adalah  evaluasinya masih mengabaikan level terakhir dari  empat level evaluasi model Kirpatrick (1994) yaitu dampak diklat terhadap organisasi. Evaluasinya baru sebatas perilaku awal peserta

diklat, perilaku setelah selesai diklat, dan perilaku di tempat tugas. Model ini juga
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belum menggambarkan umpan balik. Persamaan model integrasi sistem dan analis dengan model sistem alur adalah kedua model melakukan pengembangan dulu baru membuat disain diklat. Keduanya telah memenuhi langkah-langkah diklat.

Perbedaan model integrasi dengan model sistem alur adalah pada model integrasi dan sistem tidak ada umpan balik dan teknologi diklat. Cara menggambarnya dengan menggunakan lingkaran sedangkan model sistem alur menggunakan kotak-kotak dan tanda panah untuk menunjukkan alurnya.

C.   Kewirausahaan
1. Pengertian Kewirausahaan

Istilah  wirausaha  dan  wiraswasta  sering  di gunakan  secara  bersamaan, walaupun pada dasarnya memiliki substansi agak berbeda.   Scarborough & Zimmerer  (1993:5)  men yatakan,  “An  entrepreuneur  is  one  who  creates  a  new business in the face of risk and uncertainty for the perpose of achieving profit and growth  by  identifying  opportunities  and  asembling  the  necessary  resourses  to capitalize on those opportunities."
Konsep wirausaha secara lengkap dikemukakan  oleh  S chumpeter  (1998) , wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan  barang  d an  j as a  ya n g  b a ru,  d en gan  m en cipt a kan  b ent uk or ganis asi ba ru , dan bahan baku baru. Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang  kemudian menciptakan sebuah  organisasi  untuk  memanfaatkan  peluan g  tersebut.  Sedangkan  proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan, fungsi, dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi.

Kewirausahaan adalah proses inovasi dan kreasi (Kuratko & Hodgetts, 1989;
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Hisrich & Peters, 2002).    Orang yang berwirausaha disebut wirausahawan (entrepreneur). Entrepreneur adalah inovator dan kreator (Kao, 1991). Entrepreneur ialah seorang inovator (Hisrich & Peters, 2002). KEWIRAUSAHAAN adalah singkatan dari: Kreatif, Enerjik, Wawasan luas, Inovatif, Rencana bisnis, Agresif, Ulet, Supel, Agresif, Hemat, Asa, Antusias, Negosiatif.(Anonim 1, 2005).

Hisrich & Peters (1995:6) menyatakan, “Entrepreneur is the process of creating something different with value by devoting the necessary time and effort, assuming the accompanying financial, psychological, and social risk and receiving the resulting rewards of monetary and personal satisfaction.”  Artinya,  entrepreneur (wirausaha) adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya.

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan berani mengambil risiko dan mendapatkan keuntungan. Para ahli sepakat bahwa yang dimaksud dengan kewirausahaan menyangkut tiga perilaku yaitu: (1) kreatif, (2) komitmen (motivasi tinggi dan penuh tanggung jawab), dan (3) berani mengambil risiko dan kegagalan.

2. Hakikat Kewirausahaan

Hakikat kewirausahaan menurut Suryana, (2003:13) antara lain sebagai berikut:

a) Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat,  proses, dan hasil bisnis (Achmad Sanusi, 1994).

b) Kewirausahaan  adalah  suatu  kemampuan  untuk  menciptakan  sesuatu  yang

baru dan berbeda (ability to create the new and different) (Drucker, 1959).
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c) Kewirausahaan  adalah  suatu  proses  penerapan  kreativitas  dan  inovasi dal a m    m e m e c a h k a n    p e r s o a l a n    d a n    m e n e m u k a n    p e l u a n g    u n t u k m emperbaiki kehidupan (Zimmerer, 1996).

d) Kewirausahaan  adalah  suatu  nilai  yang  diperlukan  untuk  memulai  suatu

Usaha (start-up phase) dan perkembangan usaha (venture growth) (Soeharto Pawiro,

1997).

e) Kewirausahaan adalah suat u proses dalam mengerjakan sesuatu ya ng b aru (creative), dan sesuatu yang berbeda (inovative) yang bermanfaat memberi nilai lebih.

f) Kewirausahaan    adalah    usaha    menciptakan    nilai    tambah    dengan    jalan m e n g k o m b i n a s i k a n    s u m b e r - s u m b e r    m e l a l u i    c a r a - c a r a    b a r u    d a n b e r b e d a  u n t u k  m e m e n a n g k a n  p e r s a i n g a n .  N i l a i  t a m b a h  t e r s e b u t  d a p a t d i c i p t a k a n d e n g a n c a r a m e n g e m b a n g k a n t e k n o l o g i b a r u ,  m e n e m u k a n p e n g e t a h u a n   b a r u ,   m e n e m u k a n   c a r a   b a r u   u n t u k   m e n g h a s i l k a n b a r a n g  d a n  j a s a  y a n g  b a r u  y a n g  l e b i h  e f i s i e n ,  memperbaiki  produk dan  jasa  yang  sudah  ada,  dan  menemukan  cara  baru  untuk  memberikan kepuasan kepada konsumen.

3.  Kepemimpinan dalam Kewirausahaan

K e p e m im pi n a n  ad a l ah  s ik a p  d a n  t in d a k an  s e b a ga i  p e mi mp i n,  ya n g berorientasi pada tujuan dan orang. Pemimpin yang berorientasi pada tujuan ak an mer en ca na kan     d an     men yu su n     j adw a l     ke rj a,     m en ga ra h kan,     d an mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan. Pimpinan yang rendah  kadar leadershipnya  cenderung  bekerja  seperti  karyawan  lain  dan  tak  menonjol

peranann ya  seba gai   pimpinan.  S edangkan   pemimpi n   yan g  b e r o r i e n t a s i
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p a d a  o r a n g ,  p a d a  u m u m n y a  m e m i l i k i  k e t e r a m p i l a n  b e rkomu nikasi  d an memotiv asi  st af  (ha n gat ),  me nci pta kan  s uas an a  kerjasama  yang  sinergis, perhatian kepada kebutuhan dan keinginan staf, serta mendelegasikan otoritas untuk  mendorong  inisiat if.  Efektifitas  kepemmpinan terutama ditentukan oleh hasil-hasil pencapaian target yang ditetapkan.

Kepemimpinan   adalah   kemampuan   untuk   mempengaruhi   orang,   untuk m e l a k u k a n  s e s u a t u  d a l a m  r a n g k a  p e n c a p a i a n  t u j u a n .  L e a d e r s h i p  a t a u kepemimpinan bukan hanya leading himself atau herself tetapi leading by every one dan yang di pimpin itu adalah orang. Karena kepemimpinan berhubungan dengan orang dan bukan mesin maka dalam memimpin diperlukan kemampuan untuk menggunakan  sentuhan-sentuhan  yang  tepat  dan  gaya  yang tepat.  Pemimpin  yang mempunyai  komitmen  yang  tinggi  terhadap  pekerjaannya  yang  ditandai  dengan perilaku  dan  sikapnya  akan  menggugah  hati  nurani  bawahannya  untuk menjadikannya sebagai teladan. Demikian pula kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan  dalam  bers ikap  dan  berperilaku  serta  integritas  pribadi  yang tinggi akan menjadi modal besar dalam memberikan keteladanan bagi yang dipimpinnya.

Zimmerer (1998:420) mengemukakan pemimpin yang efektif harus memperlihatkan tingkah laku (1) menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan dan dengan bergairah mengejarnya, (2) menghargai dan mendukung para  karyawan,  (3)  memberikan  contoh  kepada  para  karyawan,  (4)  memfokuskan upaya  para  karyawan  terhadap  tujuan  yang  menantang  dan  terus mengarahkanmereka kepada tujuan tersebut, (5) menyediakan sumber daya yang dibutuhkan  yang  dibutuhkan  para  karyawan  untuk  mencapai  tujuan  mereka,  (6)

berkomunikasi dengan para karyawan, (7) menghargai keragaman para karyawan,   (9)
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merayakan keberhasilan karyawan, (10) mendorong kreativitas, dan (11) menatap terus ke masa depan.

Wirausahawan merupakan sosok individu yang memiliki hasrat berprestasi, berorientasi pada tindakan, berani mengambil risiko, dan memiliki rmotivasi tinggi dalam  mengejar  tujuannya.  Den g a n  s i k a p  m e n t a l   ya n g  d e m i k i a n ,  s e o r a n g w i r a u s a h a   m e m p u n y a i   k e m a m p u a n   m e l i h a t   d a n   m e n i l a i   k e s e m p a t a n b i s n i s ,  m e n g u m p u l k a n  s umber daya yang dibutuhkan, dan mengambil keputusan yang tepat untuk memperoleh keuntungan.

Menurut pandangan strategik, suatu usaha akan sukses jika memiliki keunggulan- keunggulan (1)   keunggulan kualitas produk/jasa yang ditawarkan, (2) keunggulan biaya, di mana kita mampu menciptakan produk dan jasa dengan biaya yang sangat efisien, (3) keunggulan pelayanan, di mana kita mampu memberikan kepuasan pasar  secara  maksimal  dengan  pemberian  pelayanan  prima,  dan  (4)  keun ggul an flek sibilit as,  di  ma na  kita  dap at  d en gan  c ep at  mel akuk an  perubahan sesuai keinginan pasar dan kemajuan teknologi.

D.   Kemiskinan
1. Pengertian Kemiskinan
Secara   umum,   kemiskinan   di   definisikan   sebagai   sebuah   kondisi   tidak terpenuhinya kebutuhan secara esensial/asasi sebagaimana manusia lainnya. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum, (Mudrajat  Kununcoro,  1997:107).  Menurut  (Tjokrowinoto,  1995  dalam  Ngadiyono,

2008:12) dikatakan bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan

(welfare)    semata,    tetapi    kemiskinan    juga    menyangkut    persoalan    kerentanan
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(vulnerability), ketidakberdayaan (powerless), tertutupnya akses terhadap peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwariskan ke tiap generasi.

Menurut  Bank  Dunia kemiskinan    sebagai  “poverty is  concern  with  absolute standart of living of part of society the poor in equality refers to relative living standart across the whole society, (Gunawan Sumodiningrat, 1999:2).  Kemudian menurut John Friedman, kemiskinan di definisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis keuangan sosial. Basis keuangan sosial, masih menurut Friedman meliputi:   (1) modal  yang produktif atau asset seperti tanah, perumahan, peralatan kesehatan, (2) sumber-sumber keuangan seperti income dan kredit yang memadai,  organisasi  social  politik  yang dapat  dipakai  untuk  mencapai  kepentingan bersama seperti partai politik, sindikat, koperasi, (3) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, dan (4) pengetahuan dan kerterampilan yang memadai serta informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan (Ala, 1998:4 dalam Suripto & Heri, 2008:55).

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin absolut jika pendapatannya berada di bawah  garis  kemiskinan  sehingga  tidak  cukup  untuk  memenuhi  hidup  minimum seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif jika seseorang telah dapat hidup di atas garis kemiskinan akan tetapi masih di bawah  kemampuan  masyarakat  sekitarnya,  (Gunawan  Sumodiningrat,  1988  dalam

Suwarno, 2008:74).
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Sementara jika kemiskinan dilihat dari sekuen/pola waktu, maka dapat dibedakan menjadi empat yaitu (1) persisten poverty, (2) cyclical poverty, (3) seasonal poverty, dan (4) accidental poverty, (Ginanjar Kartasasmita, 1996 dalam Suwarno, 2008:74). Persisten poverty adalah kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun dan pada umumnya banyak terjadi di daerah sumber daya alamnya kritis dan lokasinya terisolir dengan daerah lain. Cyclical poverty adalah kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi  secara keseluruhan.  Seasonal  poverty  adalah kemiskinan  bersifat  musiman yang sering dialami oleh para nelayan dan petani tanaman pangan. Kemudian yang disebut accidental poverty adalah kemiskinan yang diakibatkan adanya bencana alam atau suatu kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan.

Menurut Aris Ananta (2010:14), BPS mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 35 juta orang pada tahun 2010. Namun, Bank dunia mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 100 juta orang pada tahun 2010 ini. Berita di berbagai media massa pada tanggal 13 November 2010 menyebutkan ada dugaan manipulasi data oleh BPS. Walaupun demikian, BPS sudah membantah kritikan media massa tersebut. Menurut BPS, perbedaan antara Bank Dunia dengan BPS terjadi karena adanya perbedaan kriteria garis kemiskinan. BPS menggunakan kriteria garis kemiskinan jika seseorang berpendapatan Rp 190.000 per orang per bulan untuk daerah pedesaan dan jika seseorang berpendapatan Rp 230.000 per orang per bulan. Sedangkan Bank Dunia menggunakan kriteria garis kemiskinan jika seseorang berpendapatan $ 2 US per orang per hari atau rata-rata $ 60 US per orang per bulan. Jadi, semakin tinggi kriteria garis kemiskinan yang ditetapkan, semakin tinggi pula jumlah penduduk yang miskin.

Konsep kemiskinan memang sangat kompleks dan luas. Banyak pertanyaan yang

dapat diajukan untuk menentukan siapa yang disebut miskin? Kemiskinan harus diukur
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secara holistik. Namun terbentur bagaimana cara menghitung kemiskinan secara holistik itu?.  Oleh  karena  itu,  sampai  sekarang  kita  belum  mempunyai  cara  mengukur kemiskinan secara holistik itu. Persoalan menentukan siapa yang miskin terkait dengan yang menjadi tujuan pembangunan. Jika tujuan pembangunan sekedar percepatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, kemiskinan cukup dihitung dengan pengeluaran konsumsi individu. Pengeluaran konsumsi individu inilah yang digunakan BPS dan Bank Dunia. Statistik mereka belum meliputi pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, pakaian, asuransi, air bersih, listrik, telepon, rekreasi, dan lain- lain. Banyak negara menggunakan  pengeluaran untuk konsumsi individu. Masalahnya, berapa pengeluaran minimal dan maksimal untuk konsumsi individu? Kebutuhan setiap orang berbeda-beda, perbedaan harga tiap deaerah juga berbeda-beda dan tingat inflasi selalu terjadi setiap tahun.

Dari     beberapa  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya kemiskinan memiliki definisi yang sangat luas dan kompleks, tergantung dari mana sudut pandangnya  dan  siapa  yang  mendefinisikannya.  Pada  dasarnya  kemiskinan  memiliki wajah dan dimensi yang sangat luas. Seperti ungkapan Howard Wringgins dalam melihat kemiskinan, bahwa tak seorangpun hidup dari roti saja. Begitu pula dengan kemiskinan, selain dimensi material   juga memiliki dimensi non material.   Dalam menyimpulkan masalah kemiskinan, dapat kiranya menggunakan tiga ungkapan Wolf Scott sebagai berikut:

a) Kemiskinan pada umumnya di definisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non materiil yang diterima oleh seseorang. Secara luas, kemiskinan di definisikan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan,  keadaan  kesehatan  yang  buruk,  dan  kekurangan  transportasi  yang

dibutuhkan oleh masyarakat.
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b) Kadang-kadang kemiskinan di definisikan dari kurang atau tidak memiliki asset-aset seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit, dan lain-lain.

c) Kemiskinan nonmateriil meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga, dan kehidupan yang layak, (Ala, 1981:5 dalam Suripto&Heri, 2008:56).

2. Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan sebenarnya hanyalah merupakan akibat dari banyak penyebab yang muncul dalam kehidupan masyarkat sehari-hari. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu (1) kemiskinan natural, (2) kemiskinan struktural, dan (3) kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari asalnya memang miskin,  mereka  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  memadai,  baik  sumber  daya ekonomi, sumber daya alam, maupun sumberd daya yang lain. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh hasil pembangunan yang belum seimbang. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budayanya dimana mereka sudah merasa kecukupan dan tidak merasa kekurangan, (Gunawan Sumodiningrat, 1998 dalam Barkah Lestari, 2008:32).

Pada dasarnya kemiskinan ada karena beberapa sebab, anatara lain karena (1) kegagalan kepemilikan atas tanah dan modal, (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan  dasar,  sarana  dan  prasarana,  (3)  kebijakan  pembangunan  yang  bias perkotaan dan bias sektor, (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung, (5) rendahnya produktivitas dalam masyarakat, (6) budaya hidup yang dikaitkan kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, (7) tidak adanya tata pemerintahan yang baik

dan  bersih,  dan  (8)  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berlebihn  dan  tidak
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berwawasan lingkungan, (Partoatmodjo dalam Ibnu Syamsi, 2009:6).

Dalam konteks penganggulangan kemiskinan, kegagalan dalam menanggulangi kemiskinan juga menjadi penyebab sekaligus akibat masih tingginya jumlah angka kemiskinan di Indonesia hingga saat ini. Sedikitnya ada dua faktor penting yang menyebabkan   kegagalan   dalam   upaya   menanggulangi   kemisikinan   selama   ini. Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini cenderung hanya berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Kedua, karena pemahaman yang keliru tentang kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal, (www.kompas.com).
Ketidakberhasilan  program  pengentasan  kemiskinan  seperti  di  atas  diperkuat oleh (Indra Darmawan, 2008:2) yang menyatakan bahwa cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan karena selalu diartikan sebagai sebuah fenomena ekonomi semata-mata. Masih menurut Indra, bahwa kemiskinan memiliki banyak wajah yang berbeda-beda  antar  daerah  dan  antar  waktu.  Dengan  kata  lain,  kemiskinan  tidak sekedar membicarakan pendapatan yang rendah, tetapi juga menyangkut masalah perumahan yang buruk, pendidikan, kesehatan, dan rendahnya pembangunan manusia. Dengan kata lain, masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks dan memerlukan kajian yang mendalam.

Berdasarkan uraian berbagai penyebab munculnya masalah kemiskinan seperti di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa sedikitnya ada lima sebab kemiskinan. Dari sebab-sebab tersebut, mana yang menjadi penyebab secara dominan dan pokok sangatlah sulit. Namun setidaknya di bawah ini dapat dipakai sebagai acuan/pendekatan bahwa sebab kemiskinan antara lain sebagai berikut:

a) Minimnya   tingkat   pendapatan   penduduk   sehingga   tdak   mampu   memenuhi
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kebutuhan hidupnya seperti orang pada umumnya.

b) Rendahnya taraf pendidikan yang mengakibatkan posisi tawar dalam memperoleh akses lapangan kerja menjadi sangat sempit.

c) Rendahnya derajat kesehatan yang menyebabkan rendahnya daya tahan, daya pikir, dan kemampuan secara fisik menjadi rendah.

d) Minimnya lapangan kerja yang tersedia sementara jumlah lulusan terus bertambah sehingga melahirkan pengangguran terdidik juga terus bertambah.

e) Kondisi keterisolasian penduduk miskin secara ekonomi yang tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi sehingga sulit dijangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan pembangunan yang dinikamati oleh masyarakat lain pada umumnya.

3. Masalah Kemiskinan
Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 234.139.400   jiwa pada tahun

2010 ini, sebagai Negara yang sedang berkembang jumlah tersebut merupakan kekuatan yang  harus  dikelola  dengan  sebaik-baiknya.  Jumlah  sebesar  itu  jika  dibandingkan dengan tahun 2005 atau 5 tahun yang lalu yakni sebanyak 219.898.300 jiwa, jelas fakta ini menunjukkan trend pertambahan penduduk yang cukup signifikan. Dalam kurun

2005-2010 pertambahan penduduk Indonesia sekitar 14.241.100  juta (6,08%) atau rata- rata bertambah 2.848.220 jiwa (1,21%) per tahun. Jika trend tersebut diproyeksikan untuk 5 tahun yang akan datang, maka pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah 248.380.500 jiwa. Kondisi ini tentunya bukanlah kondisi yang baik untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan  yang  secara  bersamaan  secara  fluktuatif  juga

mengalami kenaikan dan penurunan.
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Berdasarkan BPS tahun 2009 yang diperoleh melalui  http://www.bps.go.id, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2008 sebanyak 34,96 juta jiwa (15,42%) dan tahun 2009 sebanyak 32,53 juta jiwa (14,15%). Angka tersebut nampak bahwa pada tahun 2008-2009 ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak

2,43 juta jiwa, terdiri dari  penduduk daerah perkotaan sebanyak 0,86 juta jiwa dan di daerah perdesaan sebanyak 1,57 juta jiwa. Secara umum persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak mengalami perubahan.

Pada lingkup khusus Propinsi DIY dengan lima kabupaten/kota, jumlah penduduknya mencapai 3.121.100 jiwa pada tahun 2000 dan 3.280.100 jiwa pada tahun

2005.  Pada 2010 ini proyeksi penduduknya diperkirakan bertambah menjadi 3.439.000 jiwa (diperoleh dari proyeksi penduduk 2005-2025-BPS, BAPENAS dan UNFPA). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2000 sampai 2010 (10 tahun) pertumbuhan penduduk Propinsi DIY rata-rata sebesar 31.790 jiwa (0,33%) per tahun. Jika angka pertumbuhan penduduk  di DIY tersebut diperbandingkan dengan  angka kemiskinan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir, yakni tahun 2008, 2009, dan tahun 2010 maka kemiskinan di desa maupun di kota hal itu menunjukkan keadaan berbanding yang sebaliknya.

4. Upaya Menanggulangi Kemiskinan
Secara nyata sebenarnya  telah banyak upaya  yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan jumlah angka kemiskinan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Sudah  banyak  pula  program  penanggulangan  kemiskinan  seperti  Jaring  Pengaman Sosial, Program Pemberdayaan masyarakat, Program Padat Karya Perkotaan, Program Prakarsa Khusus Penganggur Perempuan, PNPM Mandiri, Kredit Usaha Tani, Kredit

Usaha Rakyat, Bantuan Langsung Tunai BBM, Bantuan Operasional Sekolah, Jaminan
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Asuransi Kesehatan Masyarakat dan masih banyak lagi yang program-program yang berorientasi pengentasan kemiskinan.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, sedikitnya ada tiga pilar strategi yang direkomendasikan oleh Bank Dunia yang dimuat dalam World Development Report,

2000 dalam Indra Darmawan 2008:3) antara lain sebagai berikut:

a) Memperluas kesempatan (promoting opportunity)

b) Memperluas kesempatan ekonomi masyarakat miskin dengan pengembangan asset dan tingkat pengembalian asset-asetnya melalui mekanisme pasar (market mechanism), mekanisme bukan pasar (non-market mechanism), atau kombinasi keduanya.

c) Memperlancar proses pemberdayaan (facilitating empowerment)

d) Pengembangan lembaga-lembaga kepemrintahan yang pro kepada masyarakat miskin dan penghapusan hambatan social bagi pengentasan kemiskinan.

e) Memperluas dan memperdalam jarring pengaman (enhancing security)

Pengembangan kemampuan masyarakat miskin dalam pengelolaan risiko yang dihadapinya dan penguatan kebijakan stabilitas makroekonomi untuk mengurangi efek negatifnya terhadap masyarakat miskin. Selain itu, menuju tahun 2015 pemerintah juga melakukan kesepakatan yang tertuang dalam the Millenium Development Goals (MDGs) yang berisi  tentang upaya mengurangi  kemiskinan  dan  memperbaiki  kualitas  hidup masyarakat. Secara rinci kesepakatan MDGs tersebut terdiri dari delapan tujuan (goals) sebagai berikut:

a) Eradicate extreme poverty and hunger, proporsi penduduk pada tahun 2015 yang hidup di bawah kemiskinan ekstrim harus dikurangi hingga 50% dari kondisi tahun
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1990 (tahun 1990 sebagai acuan/patok duga).

b) Achieve universal primary education, angka enrolment di sekolah dasar pada tahun

2015 harus mencapai 100%.

c) Promote gender equality and empower women, mengilimansi ketimpangan jender di sekolah dasar dan menengah.

d) Reduce child mortality, menurunkan tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun hingga dua per tiga dibandingkan tahun 1990.

e) Improve maternal healt, angka kematian ibu hamil pada tahun 2015 harus turun hingga tiga per empat dari angka tahun 1990.

f)  Combat HIV/AIDS, malaria and other disease. g) Ensure environmental sustainability.

h) Develop a global partnership for development.

Merancang dan mengembangkan program kemiskinan dan pengangguran secara efektif di Indonesia tidaklah mudah. Menurut Ellwood, diperlukan empat syarat: (1) ekonomi yang kuat, (2) keunggulan yang komparatif jangka panjang, (3) kelembagaan dan pemerintahan yang kuat dan efektif, dan (4) program bagi kaum miskin (Bagong Suyanto, 2010: 6). Pikiran Ellwood tersebut bukanlah hal baru karena keempat syarat di atas telah banak diungkapkan oleh sejumlah ekonom nasional dalam berbagai kesempatan dan media massa.

Menurut Carunia Mulya Firdausy (2010:6), empat syarat Ellwood tidak cukup. Persoalan kemiskinan di Indonesia sangat unik, artinya orang miskin bukan saja karena persoalan ekonomi semata tetapi juga karena persoalan nonekonomi. Paling tidak harus ada empat syarat lain yang perlu ditambahkan yaitu: (1) dihilangkannya dualisme antara kota dan desa, (2) berkurangnya budaya konsumtif yang ada di masyarakat, (3) adanya

perubahan    pola  pikir  masyarakat  untuk  menjadikan  wanita  sebagai  tenaga  kerja
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produktif  dalam  keluarga,  dan  (4)  membangun  budaya  kerja  sebagai  sumber  mata pencaharian.

Keberadaan kota selama ini terbukti telah menjadi tempat penampungan penduduk miskin dari pedesaan. Kecenderungan kemiskinan di perkotaan terus teradi jika upaya membangun daerah pedesaan masih rendah. Untuk mengubah budaya kosumtif menjadi budaya produktif diperlukan sentuhan pendidikan. Budaya wanita tidak boleh bekerja untuk membantu keuangan keluarga perlu diubah melalui wirausaha di rumah tangga. BUdaya kerja penduduk miskin harus difasilitasi dengan program yang tidak mendorong masyaraat mengemis atau bergantung pada bantuan pemerintah atau swasta.

E.    Pengangguran
1.  Pengertian Pengangguran
Pengangguran diidemtikan dengan sebuah personifikasi orang yang lontang lantung tanpa memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya. Sebuah predikat yang dibentuk dan dilekatkan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sebagai penganggur memang tidaklah salah, akan tetapi jika dilihat dari sisi orangnya hal tersebut bukanlah sebuah tujuan untuk menjadi seorang pengangguran. Pengangguran adalah sebuah akibat dari minimnya lapangan kerja di satu sisi dan rendahnya bekal keterampilan (skill) yang dimiliki seseorang pada sisi yang lain.

Pengangguran dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekejaan. Sementara menurut Sri Hermuningsih   (2005:3),   pengangguran   didefinisikan   sebagai   ketidakmampuan

angkatan  kerja  (labor  forcé)  untuk  memperoleh  pekerjaan  sesuai  yang  mereka
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butuhkan  dan  mereka  inginkan.  Secara  paralel,  tingginya  angka  pengangguran memiliki sumbangan positif terhadap tingginya angka kemiskinan. Begitu pula angka kemiskinan  yang  tinggi  juga  dapat  menyumbang  tingginya  penyimpangan  sosial seperti tindak kejahatan, perkosaan, prostitusi, narkoba, gelandangan dan pengemis (gepeng).

Dalam hal pengangguran di mata pemerintah, jelas bahwa negara dalam hal ini penyelenggara pemerintahan berkewajiban menyediakan pekerjaan. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945  pasal  27  ayat  (2):  “tiap-tiap  warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini lebih dipertegas lagi melalui bunyi pasal 28 ayat (2) bahwa: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dengan demikian pengangguran sebenarnya tidak perlu ada jika pemerintah mampu menyediakan   lapangan   kerja   yang   layak,   adil,   dan   manusiawi   seperti   yang diamanatkan oleh konstitusi.

Setiap warga negara secara konstitusional sebenarnya telah mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh dan mengusahakan pekerjaan. Pemerintah juga secara  keras  telah  berupaya  bagaimana  menjalankan  roda  ekonomi,  baik  mikro maupun makro demi terwujudnya iklim kerja dan ekonomi yang kondusif. Berbagai kebijakan juga telah dilakukan baik kebijakan fiskal maupun moneter, termasuk di dalamnya menciptakan lapangan kerja padat karya, tetapi semua belum cukup dalam usaha membendung jumlah angkatan kerja yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

2. Jenis dan macam-macam pengangguran
Menurut Edgar O. Edwards dalam Sri Hermuningsih  2005:3 dikatakan bahwa pengangguran dapat digolongkan menjadi tiga jenis, masing-masing sebagai berikut:

a) Pengangguran terbuka (open unemployment), yang terbagi lagi menjadi dua:
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1) Penganggur sukarela, merupakan kelompok angkatan kerja yang memilih tidak bekerja karena tidak bersedia digaji pada jumlah tertentu maupun mengharapkan pekerjaan yang lebih baik.

2) Penganggur terpaksa, merupakan kelompok angkatan kerja yang bersedia bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

b). Setengah    penganggur (underemployment), yaitu   kelompok kerja yang lamanya bekerja  (dalam  satuan  jam,  hari,  ataupun  minggu) kurang dari  yang seharusnya

mereka bisa kerjakan. Contoh: orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi malas-
malasan, datang terlambat, atau pulang lebih cepat.

c). Bekerja tidak secara penuh, yang terbagi lagi menjadi lima masing-masing:

1) Pengangguran  tidak  kentara  (disguised  unemployment),  contoh:  petani  yang bekerja di sawah selama sehari penuh, dilihat dari jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan di sawah semestinya pekerjaan tersebut tidak perlu dilakukan sehari penuh tetapi cukup setengah hari saja.

2) Pengangguran tersembunyi (hidden unemployment), orang  yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikannya sehingga orang tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal.

3) Pensiun awal, seseorang yang pensiun awal memiliki tujuan tertentu seperti untuk memberi kesempatan tenaga kerja baru yang memiliki pemikiran yang lebih aplikatif dan untuk mengurangi tenaga kerja tua yang produktivitasnya mulai menurun.

4) Tenaga kerja lemah (impaired), kelompok ini memiliki pekerjaan dan bekerja secara  penuh  tetapi  intensitasnya  rendah.  Kelompok  pengangguran  ini  lebih

dikarenakan kurang gizi atau menderita penyakit tertentu.
29
5) Tenaga kerja tidak produktif, kelompok ini sebenarnya sudah memiliki pekerjaan dan mampu bekerja secara produktif tetapi karena kurangnya fasilitas yang dimiliki perusahaan mengakibatkan mereka menghasilkan pekerjaan yang kurang memuaskan.

Tidak   jauh   berbeda   dengan   pendapat   di   atas,   Payaman   J.   Simanjuntak mengatakan bahwa ”pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh  pekerjaan”  (Payaman  J.  Simanjuntak,  2002:5).  Pendapat  lain  juga dikatakan bahwa ”pengangguran adalah suatu kondisi dimana orang tidak bekerja, karena tidak tersedia lapangan pekerjaan, (Hidayat Wahyudi, 2004:32). Adapun tingkat pengangguran pada umumnya menunjukkan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen (%).

Jika dilihat macamnya, maka pengangguran dapat dikelompkkan menjadi empat kelompok, masing-masing sebagai berikut.

a) Pengangguran teknologis, pengangguran teknologis terjadi karena adanya perubahan dan penggunaan alat-alat teknologi baru, seperti penggunaan traktor di sawah yang mengakibatkan para buruh tani menjadi penganggur.

b) Pengangguran friksional, pengangguran friksional terjadi karena adanya kesulitan yang  bersifat  temporer  dalam  mempertemukan  antara  pekerja  dengan  lowongan kerja yang tersedia. Pengangguran kelompok ini terjadi karena kurangnya mobilitas pencari kerja dan ketidaktahuan pencari kerja di mana terdapat lowongan pekerjaan serta sebaliknya pengausaha juga tidak tahu di mana tersedia tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

c) Pengangguran struktural, pengangguran struktural terjadi akibat adanya perubahan

dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur dan  komposisi
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perekonomian   menuntut   adanya   perubahan   keterampilan   tenaga   kerja   yang dibutuhkan.

d) Pengangguran  musiman,  pengangguran  musiman  terjadi  karena  diakibatkan  oleh adanya pergantian musim, sebagai contoh para petani yang menunggu masa panen.

Dalam indikator makro ekonomi, ada tiga masalah yang menjadi permasalahan pokok yang terkait dengan pengangguran, yaitu (1) masalah pertumbuhan ekonomi, (2) masalah inflasi, dan (3) masalah pengangguran. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan baik apabila angka pertumbuhannya positif. Masalah inflasi merupakan indikator perubahan harga barang-barang dan jasa pada umumnya yang memiliki implikasi  dengan  kemampuan  daya  beli  (purchasing  power).  Kemudian  masalah

pengangguran ini merupakan masalah yang pelik dan kompleks.
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BAB III METODE PENELITIAN
A.   Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dibatasi pada hal-hal sebagai berikut.

1. Lokasi  penelitian  terdiri  dari  lima  kabupaten/kota,  yaitu  Kabupaten  Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pengembangan model pendidikan kewirausahaan hanya bagi remaja putus sekolah tingkat SLTA atau sederajat yang tidak melanjutkan sekolah.

3. Pengembangan model pendidikan kewirausahaan hanya bagi remaja putus sekolah tingkat SLTP atau sederajat yang tidak melanjutkan sekolah.

B.   Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini bertujuan untuk mengungkap berbagai gejala dan fenomena yang ada pada pendidikan kewirausahaan bagi remaja putus sekolah sebagai usaha untuk menemukan model diklat yang efektif. Jenis metode yang  dipakai dalam penelitian ini adalah metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) atau sering disingkat R&D. Alasan memilih metode ini adalah sebagai berikut.

1. Metode  R&D  dalam  banyak  hal  sering  digunakan  untuk  menghasilkan  produk tertentu dan menguji keefektifan produk yang dihasilkan.

2. Metode R&D ini sangat cocok untuk pengembangan bidang-bidang yang terkait

dengan teknologi diklat.
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3. Secara umum, tujuan dari R&D tidak dimaksudkan untuk menguji teori, akan tetapi berorientasi untuk menghasilkan atau mengembangkan produk misalnya mengembangkan model sekolah, mengembangkan media pembelajaran, termasuk mengembangkan model juga mengembangkan model diklat (Wasis D. Dwiyogo,

2004).

Menurut  Gay (1990), R&D  adalah  suatu  usaha  untuk  mengembangkan  suatu produk yang efektif berupa materi pembelajaran, media, strategi pembelajaran untuk digunakan di sekolah, bukan untuk menguji teori. Sawako Kato (2002) menyatakan bahwa R&D merupakan  perangkat evaluasi  yang paling baik dalam penelitian dan pengembangan proses pendidikan, dimana di dalamnya terkandung sistematika proses yang meliputi pengembangan dan penyempurnaan dari program-program serta bahan pendidikan. Menurut Borg and Gall (2007), R&D adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Artinya pendekatan R&D ini sangat cocok untuk menilai atau memverifikasi berbagai model diklat di lembaga diklat. Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa R&D merupakan pendekatan yang paling cocok untuk pengembangan model diklat di lembaga diklat.

C.   Prosedur Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan model  dilat  kewirausahaan  remaja putus sekolah yang efektif.  Pelaksanaan penelitian secara garis besar dilakukan dalam dua tahap: (1) Melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi guna merencanakan model;  (2) Melakukan uji coba model diklat kewirausahaan yang efektif di lapangan. Prosedur  yang    dipakai  dalam  penelitian  ini  mengikuti  sepuluh  tahap  R&D  yang

dikembangkan oleh Borg & Gall (2007). Dalam penelitian ini kesepuluh tahap tersebut
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dimodifikasi  menjadi  delapan  tahap  untuk  penyesuain  dengan  konteks  penelitian.

Kedelapan tahapan tersebut dapat dilihat pada tampilan gambar adalah sebagai berikut:
Penelitian dan pengumpulan informasi (research and information collecting)

Perencanaan (planning)
Mengembangkan pra-rencana produk (develop preliminary form of product)

Melakukan uji pendahuluan di lapangan (preliminary field testing)

Melakukan revisi produk (main product revision)

Melakukan uji produk di lapangan

(main field testing)
Revisi produk akhir (final product revision)

Penyebaran dan pelaksanaan (dissemination and implementation)

Gambar III.1 Alir Tahapan Penelitian untuk Menemukan Pengembangan Model
Penjelasan Gambar:
1. Penelitian dan pengumpulan informasi (research and information collecting);

Pada tahap ini, informasi yang harus dikumpulkan adalah data dari hasil penelitian ke
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beberapa RPS di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah pernah mengikuti diklat remaja putus sekolah.

Disain penelitian kualitatif bersifat sementara (emergent)  yaitu dapat diubah-ubah sesuai realitas sosial di lapangan. Pemilihan informan bersifat bola salju (snow-ball) yaitu informan bertambah terus sampai informasi yang didapat jenuh (redundancy). Informan utama adalah remaja putus sekolah  yang sering terlibat dalam kegiatan diklat. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument). Pengumpulan data mengunakan pendekatan inkuiri naturalistik yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, analisis data, verifikasi dan penyimpulan (Miles & Huberman, 2004). Analisis data menggunakan model Craswell (2008). Analisis data dilakukan   sejak   awal   hingga   akhir   penelitian   secara   simultan.       Penelitian menggunakan pendekatan inkuiri naturalistik karena ingin mendapatkan model diklat remaja putus sekolah yang efektif menurut yang dipikirkan dan dirasakan mereka. Pihak yang paling tahu diklat yang efektif adalah mereka sebagai pemakai.

Upaya peningkatan kredibilitas hasil penelitian dicapai melalui: (1) kegiatan, (2) diskusi dengan teman sejawat, (3) analisis kasus negatif, (4) referensi yang cukup, (5) pengecekan oleh subjek penelitian (member check) (Lincoln & Guba, 1985). Kegiatan meliputi: memperlancar waktu penelitian, mengumpulkan data terus-menerus dengan teliti dan tekun, mengadakan triangulasi melalui berbagai sumber data, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, dan mengumpulkan data yang berbeda tetapi dengan tim yang padu (Zuhdi,1998).

Tranferabilitas hasil penelitian diserahkan kepada pemakai dan bersifat kontekstual. Dependabilitas  hasil  penelitian  diupayakan  dengan  mendeskripsikan  data  sesuai dengan kenyataan di lapangan, menggunakan partisipan lokal sebagai asisten peneliti,

mengadakan audit trail, mencatat data dengan menjaga jarak yang wajar (tidak terlalu
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intim dan tidak pula terlalu jauh) dengan responden, dan mengkonfirmasikan hasil penelitian (intersubjektif) untuk mendapatkan konsensus terhadap kebenaran hasil penelitian.

RPS sebagai informan bertambah terus (snow ball) sampai informasi tentang diklat yang pernah dialami remaja putus sekolah yang   didata jenuh (redundancy). Pengumpulan   informasi   dilakukan   melalui   wawancara   mendalam,   observasi partisipasi penerapan hasil diklat remaja putus sekolah di kabupaten dan kota DIY, dokumentasi tentang diklat yang pernah diikuti, panduan atau pedoman diklat, dan sertifikasi diklat. Menurut Lockwood (1994), pada saat mendisain model diklat perlu menetapkan batas-batas disain melalui suatu mekanisme tanya jawab.

Data tersebut dipakai sebagai informasi untuk mendesain model diklat remaja putus sekolah yang efektif.   Tahapan   penelitian dan pengumpulan informasi dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut ini.

2. Perencanaan (planning);

Pada tahap ini langkah yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan penelitian, menjelaskan fungsi dan peranan hasil penelitian terhadap kepentingan diklat remaja putus sekolah dan manfaat-manfaat hasil penelitian di masa yang akan datang.

3. Mengembangkan pra-rencana produk (develop preliminary form of product);

Pada tahap ini langkah yang harus dilakukan adalah melakukan studi literatur yang berkaitan dengan model-model diklat yang pernah dikembangkan para pakar. Model- model tersebut berfungsi sebagai bekal peneliti untuk memasuki lokasi penelitian guna menjaring informasi yang berkaitan dengan model diklat remaja putus sekolah yang efektif yang akan didesain.

4. Melakukan uji pendahuluan di lapangan (preliminary field testing);
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Salah satu komponen penting dan memegang peranan yang penting dalam penelitian kualitatif adalah memilih latar penelitian.  Latar penelitian dalam hal ini diartikan sebagai tempat kejadian atau lingkungan  di mana sesuatu kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian. Latar penelitian meliputi tempat, waktu, kejadian atau proses, dan pelaku. Penelitian harus dilakukan dalam latar yang alami atau dalam konteks sesungguhnya (wajar). Latar yang tepat untuk penelitian kualitatif adalah yang memungkinkan peneliti untuk memasukinya, ada gaining entry atau establishing rapport, dan dapat menjalin hubungan dengan subjek penelitian atas dasar saling percaya yaitu hubungan baik yang ditandai adanya kesesuaian, kesepakatan, persetujuan, atau kedekatan yang wajar antara peneliti dan  yang diteliti (Chaedar Alwasilah, 2003) Keberhasilan memilih latar akan memudahkan peneliti dalam melakukan beberapa   kegiatan termasuk menemui responden, mengumpulkan data sesuai keinginan peneliti dengan cara-cara yang mudah ditempuh. Berkaitan dengan teori tersebut, latar  penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati   dan   menganalisis   karakteristik   yang   berhubungan   dengan   tujuan penelitian. Adapun dimensi yang terkait dengan masalah setting memerlukan penjelasan  yang  rinci  adalah  menyangkut  dimensi  lokasi,  pelaku,  dan  dimensi kegiatan (Sukardi,2005).

Lokasi yang merupakan tempat penelitian adalah Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaku yang merupakan salah satu sumber data dalam penelitian ini adalah para remaja putus sekolah tingkat SMP dan SMA. Dimensi kegiatan, pada penelitian ini adalah kegiatan remaja putus sekolah tingkat SMP dan SMA di wilayah Provinsi DIY. Beberapa dimensi  tersebut  kemudian  dilihat  faktor-faktor  yang  saling  mempengaruhi  dan

dianalisis keterkaitan dengan faktor lain berdasarkan data yang dikumpulkan melalui
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observasi, wawancara dan dokumentasi.   Selanjutnya, dirumuskan untuk dijadikan pendekatan  yang  dapat  ditempuh  untuk  menentukan  model  diklat  remaja  putus sekolah yang efektif dan dapat diaplikasikan sebagai model diklat yang hasilnya diharapkan dapat menunjang peningkatan kemampuan berwirausaha remaja putus sekolah tingkat SMP dan SMA.

5. Melakukan revisi produk (main product revision);

Menurut Taylor dan Powell (2003), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “words and observations, not numbers”, selebihnya merupakan data tambahan, contohnya dokumen, data statistik, catatan, foto-foto dan lain sebagainya. Kata-kata dan   pengamatan   tersebut   diperoleh   dari   para   responden   melalui   wawancara. Sedangkan bukti-bukti lain didapat dengan pengamatan serta kegiatan dokumentasi (http//www1.uwex.edu/ces/pubs).   Sesuai dengan fokus penelitian, maka jenis data dan personil yang dijadikan   sumber data pada penelitian ini   adalah untuk mendapatkan   data   tentang   perencanaan,   pelaksanaan,   pengevaluasian   diklat, sertifikasi,   penghargaan,   sanksi,   dan   pengembangan   profesional   berkelanjutan. Sumber datanya adalah remaja putus sekolah.

6. Melakukan uji produk di lapangan (main field testing);
Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan keabsahan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, berbagai setting dan berbagai sumber. Dilihat dari segi cara, data dapat dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara,  angket  dan  dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah:

a) Menggunakan  prinsip  partisipasi  berperan  artinya  peneliti  terlibat  langsung  di

lokasi penelitian;
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b) Observasi langsung dilokasi dengan dibantu alat perekam gambar dan suara;

c) Wawancara mendalam kepada semua responden yang ditentukan atau yang dipilih;

d) Melihat  dokumen  yang  ada  pada  remaja  putus  sekolah  seperti  pedoman  atau panduan diklat, dan sertifikat diklat.

7. Revisi produk akhir (final product revision);

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas akan dikembangkan instrumen lain yang lebih sederhana, yang diharapkan dapat digunakan untuk menjaring data yang lebih luas dan lebih tajam guna melengkapi hasil pengamatan dan observasi. Moleong (2006) memberikan gambaran ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen harus memiliki cakupan segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, serta memanfaatkan kesempatan mencari respon yang tidak lazim. Hal tersebut senada dengan pendapatnya Nasution (1996) bahwa dalam penelitian kualitatif manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian, dengan ciri-ciri antara lain: (1) Peneliti sebagai alat yang dapat berinteraksi dengan segala stimulasi dari lingkungan yang diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.  Tidak ada instrumen lain yang dapat bereaksi dan berinteraksi terhadap banyak faktor dalam situasi yang senantiasa berubah-ubah; (2) Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus; (3)   Situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan situasi semata-mata.  Untuk memahaminya harus merasakan, menyelami dan melakukan penghayatan; (4)   Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh baik dengan cara menafsirkan maupun memberikan hipotesis dan arah pengamatan; (5)   Hanya manusia sebagai instrumen yang dapat

mengambil  kesimpulan  berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  pada  suatu  saat  dan
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segera menggunakan sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau penolakan.

8. Penyebaran dan pelaksanaan (dissemination and implementation).

Keabsahan (kebenaran) data perlu diuji, pelaksanaan pengujian menggunakan tehnik trianggulasi atau kombinasi metodologi. Menurut Creswell (2008), tujuan trianggulasi (triangulation) dalam mendapatkan data yang benar, adalah untuk: (1) Mencari konvergensi hasil penelitian; (2) Mencari tumpang tindih temuan dari metode-metode yang  saling  melengkapi;  (3)  Mengembangkan  hasil  penelitian,  bahwa  metode terdahulu memfasilitasi metode berikutnya; (4) Mencari sudut pandang baru; dan (5) Melakukan ekspansi, bahwa kombinasi metode itu memperluas cakupan studi.

Trianggulasi menurut Hamidi (2004) ada lima tehnik trianggulasi yang sering dipakai dalam penelitian kualitatif yaitu: (a) Trianggulasi metode, jika informasi atau data yang berasal dari hasil wawancara perlu diuji dengan hasil observasi, dan seterusnya; (b) Trianggulasi peneliti, jika informasi yang diperoleh oleh salah seorang anggota tim peneliti, maka perlu diuji oleh anggota tim yang lain; (c) Trianggulasi sumber, jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden atau dokumentasi; (d) Trianggulasi situasi, jika informasi ditanyakan kepada responden yang dalam keadaan ada orang lain dan dalam keadaan sendirian; (e) Trianggulasi teori, perlu dilihat apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara teori satu dengan lainnya terhadap hasil penelitian.

Dalam penelitian ini ada dua hal yang dilakukan dalam proses trianggulasi, yaitu dengan triangulasi sumber data dan trianggulasi metode. Selain trianggulasi, perpanjangan keikutsertaan juga dilakukan dengan cara memperpanjang pengamatan terhadap data yang belum jelas dalam mendefinisikan, menganalisis maupun dalam

proses penyimpulan  hasil  penelitian.   Perpanjangan  pengamatan  dilakukan  terhadap
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objek sebelumnya atau informan lain yang relevan dalam memperkaya data yang telah diperoleh.

D.   Teknik analisis data
Data     yang  didapat  di  lapangan  yang  merupakan  hasil  dari  wawancara, pengamatan   dan   dokumentasi   memerlukan   analisis   dan   interpretasi   data  untuk memenuhi tuntutan tujuan penelitian. Untuk memperoleh keabsahan data, maka peneliti membuat catatan lapangan yang selanjutnya disederhanakan atau disempurnakan kemudian diberi kode data dan masalah. Pengkodean data dilakukan berdasarkan hasil kritik yang dilakukan, data yang sesuai dipisahkan dengan kode tertentu dari data yang tidak sesuai dengan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara berulang-ulang dan berkesinambungan antara pengumpulan dan analisis data, baik selama pengumpulan data di lapangan maupun sesudah data terkumpul (Bogdan dan Biklen, 1982).  Data penelitian kualitatif lebih berarti dan bermakna dalam bentuk kalimat dari pada bentuk angka-angka, dan data tersebut dapat dikumpulkan dengan berbagai teknik yang ada misalnya dengan wawancara mendalam, pengamatan, dokumentasi baik dan yang lainnya, yang semuanya dapat diolah, diedit, dan ditranskripkan menjadi suatu kesimpulan akhir.

Dengan  mempertimbangkan  berbagai  faktor  terutama  yang  terkait  dengan masalah teknis dan persyaratan lainnya, maka tehnik analisa data yang akan digunakan pada penelitian tentang model diklat remaja putus sekolah ini memakai pendekatan

yang dikembangkan oleh Craswell (2008) seperti gambar berikut ini.
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Codes the Text for Description to Be Used in the Research Report
Codes the Text for Themes to Be Used in the Research Report
Pada

The Researcher Codes the Data (i.e., locates text segments and assign a code label to them)
Simultaneous
Iterative
The Researcher Reads Through Data
(i.e., obtains a general sense of material)
The Researcher Prepares Data for Analysis
(i.e., transcribes fieldnotes)
The Researcher Collects Data
(i.e., a text file such as fieldnotes, transcriptions, or optically scanned material)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi data
Dalam penelitian ini, yang dimaksud data penelitian adalah deskripsi RPS yang diperoleh dari Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh melalui kerjasama dengan BAPPEDA, Disnakertrans, dan melalui Dinas Pendidikan di tiap-tiap kabupaten/kota. RPS yang terlibat dalam penelitian berusia paling muda 18 tahun dan paling tua 30 tahun dan merupakan RPS yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi dan berbagai faktor lainnya. Sebagian dari mereka sudah mempunyai rintisan usaha sehingga perlu dikembangkan menjadi lebih maju agar bisa menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih banyak lagi.

Dukungan dari instansi terkait pada lima kabupaten/kota di wilayah penelitian sangat baik, sehingga kegiatan bisa berjalan cukup lancar.   Selain itu, peneliti juga dengan mudah mendapatkan data yang dibutuhkan terkait RPS yang menjadi binaan dari Disnakertran di lima kabupaten/kota di wilayah Propinsi DIY. Sikap dan dukungan proaktif yang ditunjukkan beberapa tokoh masyarakat, perangkat desa/kecamatan, dan para kepala desa/camat  sangat  membantu  dalam  mengeksplorasi  berbagai  informasi seputar RPS dan permasalahannya.

RPS yang hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari elemen pembangunan bangsa, memiliki potensi dan harapan yang cerah untuk dikembangkan asalkan semua pihak termasuk di dalamnya pemerintah dan para akademisi di kampus.

Jika pada penelitian tahap I tahun 2010 yang lalu telah menghasilkan beberapa hal

antara lain: (1) merekrut RPS calon peserta Diklat, (2) melakukan Need asessment, (3)
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menyusun Modul Diklat, (4) melaksanakan Diklat Perbengkelan, Kewirausahaan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Bisnis secara teori dan praktik, maka pada tahun 2011 adalah kelanjutannya. Pada penelitian tahap II tahun 2011 ini telah berhasil dicapai beberapa hal sebagai berikut: (1) para peserta diklat telah berhasil menyusun Rencana   Usaha   Perbengkelan   mencakup:   pemilihan   lokasi   usaha,   menghitung kebutuhan modal usaha, identifikasi kebutuhan peralatan perbengkelan, dan perijinan sebagai persiapan pembentukan Kelompok Usaha Mikro (KUM). Kemudian (2) peserta juga telah mampu membentuk UKM pada sektor jasa perbengkelan sepeda motor di tiap-tiap Kabupaten/Kota, (3) terlaksananya pemberian stimulus modal usaha berupa peralatan perbengkelan kepada tiap-tiap KUM sesuai kebutuhan yang diajukan, dan (4) terlaksananya kegiatan monitoring berkala dari aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atas asset serta berbagai sumber daya yang telah dimiliki oleh tiap- tiap KUM.

Secara rinci nama peserta yang telah secara aktif mengikuti diklat dan membuat rencana usaha untuk persiapan membentuk KUM di tiap kabupaten/kota dimana mereka

tinggal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
	No
	Nama Peserta RPS
	Kabupaten/Kota
	Pendidikan
	Keterangan

	1
	Hendra Irawan
	Yogyakarta
	SMU
	Sudah bekerja

	2
	Hendri Irawan
	Yogyakarta
	SMU
	Sudah bekerja

	3
	Wahyono
	Yogyakarta
	SMP
	Pindah alamat

	4
	Rizan Wahyu Hidayat
	Yogyakarta
	SMU
	Pindah alamat

	5
	Rudi Yanto
	Yogyakarta
	SMU
	Aktif ikut KUM

	6
	Oka Setyawan P
	Yogyakarta
	SMU
	Aktif ikut KUM

	7
	Doni Supriyanto
	Gunungkidul
	SMP
	Aktif ikut KUM

	8
	Sumiran
	Gunungkidul
	SD
	Aktif ikut KUM

	9
	Mufti Sujadiyanto
	Gunungkidul
	SMP
	Sudah bekerja

	10
	Suparyadi
	Gunungkidul
	SMP
	Aktif ikut KUM

	11
	Eko Agus Saputro
	Gunungkidul
	SMP
	Aktif ikut KUM

	12
	Joko Suryanto
	Gunungkidul
	SMP
	Aktif ikut KUM

	13
	Andri Anto
	Bantul
	SMP
	Aktif ikut KUM

	14
	Tri Tunggul
	Bantul
	SMK
	Aktif ikut KUM

	15
	Supardi
	Bantul
	SMU
	Aktif ikut KUM

	16
	Subari
	Bantul
	SD
	Aktif ikut KUM

	17
	Daru Sulistiawan
	Bantul
	SMK
	Sudah bekerja

	18
	Suhartono
	Bantul
	SMK
	Sudah bekerja
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	19
	Suwardi
	Kulon Progo
	MAN
	Aktif ikut KUM

	20
	Yadi
	Kulon Progo
	SMK
	Aktif ikut KUM

	21
	Wahyu Fauzan R
	Kulon Progo
	SMK
	Aktif ikut KUM

	22
	Ponidi
	Kulon Progo
	SMK
	Aktif ikut KUM

	23
	Nanang Prawoto
	Kulon Progo
	SMA
	Aktif ikut KUM

	24
	Sartono
	Kulon Progo
	SMK
	Aktif ikut KUM

	25
	Nur Kholis
	Sleman
	SMK
	Aktif ikut KUM

	26
	Rahmat Basuki
	Sleman
	SMK
	Kerja tidak tetap

	27
	Bayu Feri Indriyanto
	Sleman
	SMP
	Sudah bekerja

	28
	Dwijo
	Sleman
	SMK
	Aktif ikut KUM

	29
	Hendri Ari Susanto
	Sleman
	SMP
	Pindah alamat

	30
	Sugiyanto
	Sleman
	SMP
	Aktif ikut KUM


Sumber: data olahan.

Berdasarkan hasil monitoring pada saat pembuatan rencana usaha dan setelah evaluasi   kelayakan   rencana   usaha   yang   dibuat   oleh   tiap-tiap   KUM   di   tiap kabupaten/kota, ternyata pada waktu penyerahanan bantuan modal dalam bentuk barang peralatan perbengkelan ada peserta yang tidak aktif lagi. Dari jumlah awal 30 peserta RPS dari kabupaten/kota, 6 orang telah memiliki pekerjaan tetap di luar DIY, pindah rumah di luar DIY sebanyak 3 orang, bekerja sambilan 1 orang, sehingga yang masih aktif merintis KUM tinggal 20 orang saja.

Adapun jenis barang dan besaran nilai nominal bantuan modal yang diserahkan kepada para RPS yang tersebar di tiap kabupaten dan kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1.    Kabupaten Kulon Progo
	No
	Jenis Barang yang dibutuhkan
	Nilai Nominal

	1
	Tog buaya, KT-Tekio, dll.
	75.000,-

	2
	Tog lancip, KL set, kunci shoc, dll.
	618.500,-

	3
	KT Tekio 8’-17’, Og biasa 3+, dll.
	125.000,-

	4
	OG biasa 5+, 6+,6-, 8+, palu, dll.
	103.000,-

	5
	Tog sraping, KT Teio 8-17”, dll.
	193.000,-

	6
	OG biasa 3+, 3-, 5+, 5-, 6+, 6-, dll.
	93.500,-

	7
	Kunci shoc 99, tok buaya, kunci ring pas, KLB, dll.
	778.000,-

	8
	KT Tekio 12’ dan 14’
	40.000,-

	9
	Tog lancip, tog buaya, K bayo 10’, dll.
	498.000,-

	10
	Tog sparing, tog lancip, OG biasa 3+, 3-, 4+, dll.
	210.000,-

	11
	Og. Biasa 5-, 6+, 6-, 8-, 8+, palu karet, dll.
	122.000,-

	12
	KL tekio, kunci shoc set 99-010, KT tekio 8-14, dll.
	484.000,-

	Jumlah Nominal
	3.339.500,-


Sumber: data olahan.
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Jumlah  peserta  dari  Kabupaten  Kulon  Progo  sejak  mengikuti  pelatihan  di bengkel FT UNY sampai pada waktu penyerahan barang-barang kebutuhan yang diajukan masih utuh 6 orang. Dari 6 orang tersebut ada salah satu peserta yang memiliki lahan untuk dipakai usaha bersama. Dengan modal tempat dan beberapa peralatan yang minim  pada tahun 2010 mendirikan usaha bersama bengkel  sepeda motor  bernama “PERDANA MOTOR” di pinggir jalan besar masuk wilayah Dusun Kedungpring, Giripeni  Wates,  Kulon  Progo.  Setelah  usaha  tersebut  berjalan  selama  lima  bulan, bantuan dari progam penelitian ini diberikan sesuai permohonan awal. Ada beberapa peralatan yang tidak bisa dipenuhi karena di beberapa toko peralatan sepeda motor tidak tersedia. Pertimbangan lain adalah ketika barang yang diinginkan haraganya cukup mahal, sementara dana dari program ini sangat terbatas karena harus dibagi-bagi kepada para peserta dari kabupaten/kota lainnya yang menjadi subjek/mitra dalam penelitian ini.

2.    Kabupaten Gunungkidul
	No
	Jenis Barang yang dibutuhkan
	Nilai Nominal

	1
	Kunci ring v, kunci ring pas, Og ketok, tool set 99
	1.452.000,-

	2
	KL tekio, mesin grinda, modern m 2350 B, bor, dll.
	780.000,-

	3
	Mesran super, busi NGK, ban dalam, prima XP, dll.
	935.000,-

	Jumlah Nominal
	3.167.000,-


Sumber: data pembelian

Seperti halnya dengan peserta diklat perbengkelan lainnya, para peserta dari kabupaten Gunungkidul juga juga menerima bantuan peralatan bengkel. Peserta diklat dari Gunungkidul 6 orang 1 diantaranya sudah  bekerja di pertokoan sembako di salah satu pasar di Gunungkidul. Peserta lainnya yang 5 orang hingga saat ini sedang merintis usaha perbengkelan di lokasi pinggir jalan Semanu milik salah satu peserta yang secara suka rela menjadi tempat memulai usaha. Barang-barang pengajuan dari peserta telah diserahkan dan kemudian dikelola sebagai modal awal usaha. Dari sisi peluang, lokasi,

pesaing, dan harga usaha yang dikelola para peserta di Gunungkidul cukup menjanjikan.
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3.    Kabupaten Bantul
	No
	Jenis Barang yang dibutuhkan
	Nilai Nominal

	1
	Ban dalam, pompa manual, ban luar, mesran 20/50, dll.
	1.772.000,-

	2
	Tracker magnet, kaliper besi, og ketok, dll.
	450.000,-

	Jumlah Nominal
	2.222.000,-


Sumber: data pembelian

Untuk barang-barang peralatan bantuan kepada peserta diklat dari kabupaten Bantul berupa kebutuhan dasar perbengkelan dengan nilai nomnal Rp. 2.222.000,-(dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Peralatan yang diserahkan kemudian dikelola oleh beberapa anggota KUM yang masih eksis dan gigih membuka usaha yang dirintisnya. Nama usaha bengkel yang dikelola oleh RPS di kabupaten Bantul adalah “BENG-BENG MOTOR” yang terletak di pinggir jalan kampung di Dusun Plumutan, Mulyodadi Bambanglipuro, Bantul. Dari 6 peserta yang mengikuti diklat perbengkelan pada tahun 2010, hingga saat ini yang masih aktif 4 orang karena yang 2 orang lainnya sudah bekerja di luar DIY.

Pada saat tim menyerahkan bantuan barang-barang peralatan bengkel kepada koordinator usaha yaitu saudara Supardi, mereka berencana ingin mengembangkan jasa bengkel motor tersebut menjadi dua tempat usaha di lokasi yang strategis dan berjauhan satu sama lain. Dari dua usaha bengkel tersebut masing-masing akan dikelola oleh 2 orang di bawah kendali koordinator utama saudara Supardi. Sampai dengan akhir kegiatan penelitian ini dilaksanakan, dua usaha bengkel tersebut masih eksis dan bahkan secara  ekonomis  mereka  semua  telah  mendapatkan  penghasilan  cukup  dari  usaha tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan segala keterbatasan seperti minimnya peralatan yang dimiliki, persaingan antar usaha bengkel yang terus bertambah, dan kemajuan teknologi sepeda motor yang semakin inovatif.

Kemajuan teknologi dalam merakit sepeda motor seperti sekarang ini membuat
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bengkel-bengkel yang berbasis konvensional seringkali tidak bisa melayani perbaikan motor yang berteknologi tinggi karena keterbatasan alat yang dimiliki. Secara teknis kemampuan personil bengkel tidak ada masalah, tetapi kendala utama adalah peralatan yang dimiliki masih terbatas pada peralatan servis motor dengan teknologi yang relatif tertinggal. Sementara jika ingin membeli peralatan yang bisa membongkar dan memperbaiki motor yang teknologinya maju harganya mahal.

4.    Kabupaten Sleman (1)
	No
	Jenis Barang yang dibutuhkan
	Nilai Nominal

	1
	Bor gantung/power
	700.000,-

	2
	Gerinda duduk
	350.000,-

	3
	Tanggem paron
	300.000,-

	4
	Dial indicator
	125.000,-

	5
	Magnet base
	125.000,-

	6
	Kunci L bintang dan klep Tekiro
	20.000,-

	7
	Kunci ring Tekiro
	28.000,-

	8
	Kunci T Tekiro
	20.000,-

	9
	Kunci T  Tenka
	20.000,-

	10
	Kunci T Bullock
	50.000,-

	11
	Mata Curner ball nose cylinder
	35.000,-

	12
	Mata Curner Cylinder
	35.000,-

	13
	Mata Curner Flame
	35.000,-

	14
	Mata Cuner Oval
	35.000,-

	Jumlah Nominal
	1.878.000,-


Sumber: data pembelian

5.    Kabupaten Sleman (2)
	No
	Jenis Barang yang dibutuhkan
	Nilai Nominal

	1
	Kunci T 8 mm
	37.500,-

	2
	Kunci T 12 mm
	37.500,-

	3
	Kunci T 14 mm
	37.500,-

	4
	Kunci L Tekiro
	53.500,-

	5
	Alat tambal ban
	26.500,-

	6
	Kunci shoc Tenka
	160.000,-

	7
	Kunci ring Fukung
	130.000,-

	8
	Kunci pas 6-24 Tenkiro
	180.000,-

	9
	Kunci tutup KKP
	26.500,-

	10
	Ban dalam IRC 250
	67.500,-

	11
	Ban dalam IRC 275
	78.000,-

	12
	Mesran super 0,8
	210.000,-

	Jumlah Nominal
	1.044.500,-


Sumber: data pembelian
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Untuk KUM yang dikelola oleh peserta dari kabupaten Sleman cukup menggembirakan karena dari 6 orang peserta yang mengikuti diklat perbengkelan pada tahun 2010 telah berhasil merintis 2 KUM yang dikelola secara mandiri oleh dua kelompok. Kelompok pertama adalah KUM yang berlokasi di Sleman Barat dan kelompok  kedua di  Sleman  Utara.  Untuk  lokasi  Sleman  Barat  bertempat  di  Dusun Gampinglor  Ambarketawang,  Gamping  Sleman,  dan  di  Sleman  Utara  berlokasi  di Dusun Berkisan Pandowoharjo, Sleman. Untuk KUM di Sleman Barat dikoordinir oleh saudara Dwijo dengan 1 anggota, Sleman Utara dikoordinir oleh saudara Nurlis dengan

1 orang anggota, sedangkan 2 orang peserta yang lain pindah alamat karena sudah bekerja di luar DIY.

Untuk KUM yang dikelola oleh saudara Dwijo di daerah Gamping telah berjalan dengan sangat baik karena telah berhasil mempekerjakan 4 orang tenaga kerja di luat peserta RPS. Semenjak barang-barang bantuan peralatan yang diajukan dipenuhi dan diserahkan dengan nilai nominal Rp. 1.878.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), perkembangannya semakin maju. Hal ini terjadi karena pada waktu mengikuti diklat perbengkelan dan kewirausahaan pada penelitian ini, yang bersangkutan telah memiliki rintisan usaha bengkel tetapi masih kecil-kecilan.

Melalui  tambahan  ilmu  perbengkelan  yang  diterima  di  jurusan  otomotif  FT UNY, usaha yang dirintis terus kebanjiran pelanggan karena kepuasan pelanggan juga meningkat. Dismaping itu tambahan wawasan di bidang bisnis melalui materi kewirausahaan, manajemen perubahan, dan manajemen keuangan dari instruktur dapat menambah motivasi dan spirit usaha menjadi lebih sukses.   Sedangkan untuk KUM yang  berada  di  Dusun  Berkisan  Pandowoharjo  (Sleman  Utara)  segala  sesuatunya dimulai dari awal sehingga pada waktu bantuan peralatan bengkel diserahkan kepada

pengelola, persiapan membuka bengkel di lokasi usaha sedang dalam persiapan.
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Barang  peralatan  bengkel  yang  diserahkan  senilai  Rp.  1.044.500,-(satu  juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Sampai dengan akhir kegiatan penelitian, usaha yang berada di Sleman Utara belum memperlihatkan perkembangan yang berarti karena setelah pertama kali buka beberapa bulan harus pindah lokasi karena tempat usaha tersebut hanya pinjaman dari penduduk yang belum memanfaatkan lahannya. Hingga saat ini masih dalam tahap mencari lokasi baru yang strategis dan memiliki prospek  yang  baik  bagi  perkembangan  usaha  jasa  bengkel  sepeda  motor  di  daerah Sleman Utara.

6.    Kotamadya Yogyakarta
	No
	Jenis Barang yang dibutuhkan
	Nilai Nominal

	1
	Ban dalam 225-250 IRC
	525.000,-

	2
	Ban dalam 275 IRC
	600.000,-

	3
	Pompa
	72.000,-

	4
	Ban luar 275 NR
	389.100,-

	5
	Mesran super
	86.500,-

	6
	Oli top 108
	135.000,-

	7
	Castru 2 TS
	135.000,-

	8
	Oli Enduro Matic
	66.000,-

	9
	Prima XP
	140.000,-

	10
	Mesran Super
	210.000,-

	11
	Yamalube
	130.000,-

	12
	U22 Fse
	50.000,-

	13
	BP 700s
	40.000,-

	14
	80 250-17
	39.000,-

	15
	Ban dalam 275-17
	52.000,-

	Jumlah Nominal:
	2.669.600,-


Sumber: data pembelian

Tidak  jauh  berbeda  dengan  kondisi  KUM  lainnya,  maka  untuk  usaha  jasa bengkel yang dikelola oleh RPS dari kotamadya Yogyakarta juga memperoleh bantun peralatan dasar dengan nilai nominal Rp. 2.669.600,- (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Bantuan peralatan ini dirasakan sekali manfaatnya oleh KUM yang dikelola oleh para RPS di kotamadya Yogyakarta. Hal ini karena pada

awalnya usaha yang dirintis bersama 6 orang peserta dikltat sudah berjalan relatif baik,
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akan  tetapi  belakangan  ada  2  peserta  yang  pindah  alamat  dan  2  orang  lagi  sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan di luar DIY.

Dengan demikian jumlah anggota yang mengelola tinggal 2 orang, dengan koordinator saudara Oka yang berlokasi usaha di kampung Purbonegaran Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kotamadya Yogyakarta. Hingga akhir kegiatan ini dilakukan, usaha bengkel yang dikelola masih bisa berjalan dengan baik. Untuk jangka panjang, kendala yang dihadapi adalah lokasi usaha yang saat ini hanya numpang di rumah penduduk sehingga jika sewaktu-waktu diminta oleh pemiliknya harus pindah lokasi baru.

Kendala yang lain adalah peralatan yang bengkel yang masih konvensional sehingga jika mendapat pekerjaan dari jenis motor yang memeiliki teknologi tinggi harus ditolak karena tidak memiliki peralatan yang memadahi. Disisi lain, jika alat-alat tersebut harus dibeli, maka harganya sangat tinggi sehingga pengelola tidak mampu untuk membelinya. Adapun nama-nama KUM yang tersebar di 5 kabupaten/kota di DIY yang mendapatkan modal peralatan serta besarannya dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.
	No
	Nama UKM
	Kabupaten/Kota
	Jumlah

	1
	“PERDANA MOTOR”
	Kulon Progo
	3.333.500,-

	2
	“HANDAYANI MOTOR”
	Gunungkidul
	3.167.000,-

	3
	“BENG-BENG MOTOR”
	Bantul
	2.222.000,-

	4
	“BINTANG DAYA MOTOR”
	Sleman (1)
	1.878.000,-

	5
	“GANGSAR MOTOR”
	Sleman (2)
	1.044.500,-

	6
	“RODA MOTOR”
	Kota Yogyakarta
	2.669.600,-

	Jumlah Total Bantuan Modal:
	14.314.600,-


Sumber: data pembelian

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa KUM yang dikelola oleh para RPS

pada awalnya hanya direncanakan terbentuk 1 KUM saja ternyata malah bisa terbentuk

6 KUM karena di Sleman berdiri 2 KUM yang berada di Sleman Barat dan Sleman

Utara.  Dari  tabel  juga  terlihat  bahwa  besarnya  jumlah  bantuan  peralatan  bernilai
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nominal sebesar Rp. 14.314.600,-  (empat belas juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) di mana tiap-tiap kabupaten/kota memiliki variasi besaran mominal yang berbeda-beda sesuai dengan pengajuan dan ketersediaan barang yang ada di toko.

2. Pengembangan dan implementasi model
Dengan membandingkan model-model yang ada dan sering digunakan selama ini,  masih   banyak   kelemahan   dalam  implementasinya.   Peserta  diklat  setelah mengikuti dan mendengarkan materi yang diberikan kurang antusias karena terkesan monoton.  Pada  pengembangan  model  yang  akan  digunakan  dalam  memberikan diklat kepada para peserta RPS di 5 kabupaten/kota di DIY ini mangadaptasi dari model diklat yang pernah digunakan oleh Dirjen PMPTK untuk penguatan kepala sekolah dan pengawas tahun 2010. Adapun model pendidikan kewirausahaan bagi RPS di wilayah Propinsi DIY yang sudah dilaksanakan dapat digambarkan sebagai
berikut.
IN:
Diklat di Bengkel

Otomotif FT UNY untuk pembekalan peserta, ujicoba modul, revisi modul, dan

pembentukan

UKM
Tahap I 2010
ON: Melaksanakan usaha oeh UKM di setiap kabupaten/kota dan ujicoba modul

Tahap II 2011

IN: Melaporkan Hasil usaha UKM dan Sosialisasi Pedoman Pendidikan Kewirausahaan bagi RPS Diklat Tahap II 2011

Gambar IV.5. Model Pendidikan Kewirausahaan bagi RPS
Implementasi model ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan in- on-in. Pada In yang pertama adalah pelaksanaan pelatihan di Jurusan Otomotif FT

UNY atau disebut sebagai in-service education and training (inset 1). Pada inset 1
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ini  telah  dilakukan  pada  tahun  2010,  kemudian  melakukan  uji   coba  modul pendidikan  kewirausahaan  kepada  peserta.  Selanjutnya  tahap  On  di  tahun  yang sama melaksanakan implementasi diklat kepada peserta dalam bentuk praktik kewirausahaan di bidang servis sepeda motor . Pada tahap ini peserta membentuk KUM dan memulai usaha dengan mempedomani modul yang sudah  diberikan atau disebut on the job education and training atau onjet.

Setelah langkah 2 perencanaan program pendidikan kewirausahaan bagi RPS dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Propinsi DIY menghasilkan  pra-disain  berupa  enam  modul  untuk  pendidikan  kewirausahaan seperti   yang   telah   dituliskan   di   atas.      Keenam   modul   yang   telah   disusun didiskusikan dengan teman sejawat yang kompeten untuk mendapatkan expert judment, kemudian diujicobakan secara terbatas terhadap 30 peserta yang berminat mengikuti program pendidikan kewirausahaan bagi RPS dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Propinsi DIY.

Implementasi model selanjutnya adalah pada tahap ( injet 2), yakni sosialisasi model, pemberian stimulus modal dalam bentuk peralatan dasar, dan melakukan monev atas pelaksanaan usaha serta penggunaan peralatan yang diterima sebagai modal  awal.  Monev  kepada  KUM  yang  dikelola  oleh  peserta  diklat  di  masing - masing kabupaten/kota menyangkut sejauhmana tingkat keberhasilan usaha yang telah dirintis selama ini. Dalam kegiatan monev juga dilakukan audiensi di lokasi usaha   yang   sedang   dirintis   oleh   para   RPS   peserta   pelatihan   di   empat kabupaten/kota sehingga banyak mendapat masukan dan berbagai permasalahan seputar usaha jasa bengkel sepda motor yang dikelolanya.

Sampai dengan akhir kegiatan penelitian, berdasarkan hasil monev d iperoleh

temuan antara lain (1) dalam pendistribusian barang/alat -alat bengkel bantuan ke
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masing-masing kabupaten/kota tidak bisa dilakukan secara serentak dalam satu hari kerja  karena  terkendala  waktu/kesibukan  peneliti ,  (2)  terbatasnya  ketersediaan barang peralatan bengkel yang dijual di toko-toko onderdil   sehingga harus menunggu barang tersedia sesuai kebutuhan KUM, (3) beberapa peralatan bengkel yang diajukan tidak bisa dipenuhi karena harganya terlalu mahal, (4) beberapa diantara peserta diklat bengkel yang menjadi subjek penelitian dalam satu tahun terakhir  sudah  mendapatkan  pekerjaan  dan  beberapa  peserta  lainnya  ada  yang pindah alamat/kerja di luar DIY, serta (5) jumlah anggaran yang minim mengakibatkan rencana yang telah disusun dalam proposal kegia tan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

3. Keberhasilan program
Sebagai langkah akhir dari serangkaian kegiatan diklat kewirausahaan dan perbengkelan adalah melakukan monitoring dan evaluasi program. Untuk mengukur tingkat keberhasilan model diklat (in-on-in) seperti di atas, dilakukan dengan membagikan angket kepada para peserta. Angket berisi penilaian program, harapan, kesan  dan  pesan  dari  para  peserta  diklat.  Berdasarkan  angket  yang  dibagikan, ternyata  29  peserta  merasa  Puas  dan  hanya  1  peserta  yang  merasa  Tidak  Puas. Untuk kelanjutan program, semua peserta minta diundang lagi untuk diklat selanjutnya jika masih ada. Terhadap jenis bantuan peralatan, dari 6 kelompok yang ada semua minta bantuan berupa peralatan bengkel volumenya ditambah lagi sesuai kebutuhan  yang  diajukan.  Kemudian  mengenai  penilaian  isi  dan  penyampaian materi diklat, 26 peserta  memberikan penilaian Baik, 3 Cukup Baik, dan 1 Kurang Baik.
Selain  itu  keberhasilan  program  juga  dilihat  melalui  serangkaian  kegiatan
monitoring   dan   evaluasi   kepada   tiap-tiap   KUM   di   semua   kabupaten/kota.
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Sejauhmana implementasi materi diklat yang diberikan melalui model bisa dilaksanakan, dapat dilihat dari terbentuknya KUM, pemberian stimulus modal (berupa peralatan bengkel), dan mengelola KUM terseb ut bersama-sama. Dari hasil monev diketahui bahwa telah terbentuk 6 KUM di 5 kabupaten/kota yang dikelola secara kelompok dengan prinsip open management. Secara kuantitatif, jumlah KUM yang dibentuk dan dikelola oleh para peserta melebihi dari target awal, karena pada awalnya  hanya  ditargetkan  berdiri  1  KUM  di  tiap-taiap  kabupaten/kota  ternyata untuk peserta dari kabupaten Sleman berhasil menrintis 2 KUM yakni Sleman Barat dan Sleman Utara.
4.  Kendala-Kendala yang dihadapi
Dalam tahap implementasi model, ada beberapa kendala yang menjadi penghambat bagi peserta. Dari beberapa kendala tersebut dapat dilihat dalam tabel inventarisasi kendala sebagai berikut:
	No
	Jenis Kendala
	Solusi

	1
	Dari 30 RPS peserta pelatihan perbengkelan dan

kewirausahaan yang telah dilatih pada tahun 2010 sudah ada yang bekerja, pindah rumah/alamat, dan berganti nomor HP sehingga dalam menjalin koordinasi terhambat.
	Dicarikan          RPS
peserta lain yang memiliki minat usaha bengkel.

	2
	Luas daerah penelitian yang meliputi 4 kabupaten

dan 1 kota membuat beberapa proses, seperti koordinasi, audiensi cukup memakan waktu dan biaya karena jarak tempuh yang cukup jauh.
	Dilakukan    dengan
mebuat jadwal kegiatan secara teratur.

	3
	Jumlah  anggaran  yang  disetujui  pada  penelitian

tahap  II tahun  2011  ini  sangat  minim  sehingga program  pemberian bantuan modal  kepada RPS yang mendirikan KUM di tiap-tiap kabupaten/kota tidak bisa optimal sesuai rencana.
	Menentukan     jenis
barang peralatan yang prioritas saja sesuai kemampuan.


B.   Pembahasan Hasil Penelitian
1. Perintisan usaha
Seperti telah diuraikan di atas,   peserta diklat perbengkelan dan kewirausahaan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para Remaja Putus Sekolah yang berasal
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dari kabupaten Gunungkidul 6 orang, Kulon Progo 6 orang, Bantul 6 orang, Sleman 6 orang, dan dari Kotamadya Yogyakarta 6 orang sehingga semua berjumlah 30 orang. Pada saat awal dilakukan need asessment, sebagian besar peserta adalah RPS yang berpendidikan  SMK  atau  sederajat  sehingga  lebih  mempermudah  dalam  pemberian materi diklat.

Setelah penyelenggaraan diklat, peserta yang sebelumnya telah memiliki rintisan usaha jasa bengkel motor secara terbatas merasa mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan bisnis yang tidak diterima pada jenis-jenis diklat sebelumnya. Berbekal semangat dan kemauan yang tinggi, peserta mulai merintis usaha secara berkelompok di kabupaten/kota masing-masing. Ada rintisan usaha yang sebelumnya sudah berdiri tetapi minim peralatan dan penunjang lainnya, sebagian yang lain belum memiliki pengalaman dan rintisan usaha sama sekali.

Terhadap peserta yang telah memiliki rintisan usaha sebelumnya, mengikuti diklat dipakai sebagai media menambah kepercayaan dalam menghadapi kasus-kasus pekerjaan sehari-hari   di bengkelnya. Baginya mengikuti diklat perbengkelan dan kewirausahaan adalah sebagai pemacu dan pemicu dalam usaha memperluas skala usaha  jasa bengkel sepeda motor yang telah dirintis sebelumnya. Banyaknya kendaraan bermotor roda dua yang terus bertambah setiap hari di setiap sudut jalan merupakan peluang yang menjanjikan untuk membuka usaha bengkel. Akan tetapi di sisi lain jumlah bengkel sepeda motor juga terus bermunculan di pinggir-pinggir jalan demi memanfaatkan peluang tersebut.

Membicarakan peluang karena banyaknya pesaing dalam menyelenggarakan jasa bagi konsumen, tidak akan bisa lepas dari faktor layanan jasa yang diberikan kepada pelanggan.     Apabila  kualitas  layanan  yang  diberikan  rendah  sudah  barang  tentu

konsumen akan merasa tidak puas dan beralih ke jasa lain yang lebih bisa memberikan
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tingkat layanan yang lebih baik. Tingkat layanan yang baik salah satunya ditentukan oleh kelengkapan peralatan dan sarana penunjang lainnya, sehingga bagi RPS yang   masih minim pengalaman, modal terbatas, dan peralatan bengkel seadanya susah untuk bersaing memuaskan pelanggan.

Berbekal dari pengalaman diklat yang telah diterima sebelumnya bersama dengan peserta yang lain, semua kendala dan keterbatasan tersebut bukan menjadi rintangan untuk sukses. Prinsip dan jiwa ini tidak lepas dari implementasi dari pemberian bekal materi tentang manajemen perubahan  dan  kewirausahaan  yang dapat  membakar dan melecut munculnya harapan, cita-cita, dan motivasi untuk menjadi orang sukses dalam berbagai bidang khususnya usaha bengkel sepeda motor.

2. Pembentukan KUM
Keinginan dan semangat dari seluruh peserta diklat perbengkelan dan kewirausahaan untuk segera mendirikan usaha begitu besar.  Dengan berbekal semangat dan arahan dari tim peneliti para peserta membentuk kelompok usaha di daerah asal masing-masing dengan jumlah anggota bervareasi. Untuk peserta yang berasal dari Gunungkidul beranggotakan 6 orang, Kulon Progo 6 orang, Sleman (utara 2   orang), Sleman (barat 4 orang), Kulon Progo 6 orang, dan dari Kotamadya Yogyakarta 6 orang.

Dari kelompok usaha yang didirikan di masing-masing kabupaten/kota tersebut dipimpin oleh satu orang koordinator yang bertugas mengelola jalannya usaha bersama anggota yang lain dengan prinsip keterbukaan. Setelah kelompok usaha terbentuk selanjutnya  diberikan  stimulus  modal  usaha  yang  berwujud  barang-barang  peralatan dasar bengkel sepeda motor pada umumnya. Pemberian modal usaha diberikan dalam bentuk  barang  dengan  pertimbangan  akan  meminimalisir  penyimpangan  penggunaan uang  bantuan  yang  tidak  sesuai  tujuan  awalnya.  Barang  peralatan  yang  diberikan

merupakan barang yang diminta oleh semua kelompok sesuai usulan yang diajukan.
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Tiap-tiap kelompok usaha menerima barang yang berbeda-beda, karena terhadap peserta yang sudah merintis usaha dan memiliki peralatan dasar sebelumnya mengajukan peralatan yang berbeda dengan peserta yang belum pernah membuka usaha sama sekali.

3. Efektivitas pemberian modal usaha
Untuk mengukur tingkat efektivitas bantuan stimulus modal berupa peralatan bengkel yang dikelola oleh para RPS melalui KUM di tiap-tiap kabupaten/kota dengan cara melihat langsung di lokasi usaha bengkel. Berdasarkan hasil audit atas barang- barang yang telah diserahkan kepada para peserta, semua masih dalam keadaan baik dan dapat digunakan sesuai peruntukannya. Barang-barang bantuan juga dikelola dan dipelihara secara baik oleh para pengelola di tiap-tiap kabupaten/kota.

Secara ekonomis pemanfaatan peralatan bantuan  yang diterima dan digunakan selama ini telah memberikan kemudahan dalam pekerjaan layanan jasa bengkel yang selama ini belum memiliki peralatan selengkap sekarang. Atas kelengkapan dan ketersediaan peralatan yang dimiliki bengkel ini, dapat mempengaruhi peningkatan layanan baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas jika peralatan lengkap dan baik akan dapat mengerjakan berbagai jenis pekerjaan bengkel yang dihadapi.   Hasil pekerjaan dengan kualitas yang baik akan membuat pelanggan merasa senang dan berusaha menjadi pelanggan setia pada jangka waktu yang panjang.

Tingkat layanan dengan kualitas yang baik sudah barang tentu akan meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima bengkel. Besar kecilnya peningkatan pendapatan bengkel yang dikelola para RPS memberikan kesejahteraan dan kecukupan ekonomis bagi kelompok itu sendiri maupun keluarganya. Manfaat positif lainnya yang merupakan tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan lapangan kerja di bidang jasa perbengkelan sepeda motor dalam  rangka membantu pemerintah dalam upaya mengurangai  angka

kemiskinan dan pengangguran khususnya di propinsi DIY.
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
1. Model pendidikan kewirausahaan  yang cocok dan telah diterapkan bagi Remaja Putus Sekolah setingkat SLTP dan SLTA di Propinsi DIY adalah yang diadopsi dari  model diklat yang pernah digunakan oleh Dirjen PMPTK yaitu model IN-ON-IN.

2. Model  IN-ON-IN  yang  diterapkan  pada  diklat  pendidikan  kewirausahaan  dapat memotivasi RPS dalam menumbuhkan mental bisnis dan spirit wirausaha yang tinggi sebagai bekal dalam memulai usaha.

3. Model IN-ON-IN juga telah diterapkan pada diklat bagi RPS dalam bidang bengkel sepeda motor secara teori maupun praktik sehingga memiliki keahlian yang cukup dalam membuka usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi diri sendiri, kelompok, maupun orang lain.

4. Para RPS sebagai peserta diklat telah mampu mendirikan Kelompok Usaha Mikro yang dikelola bersama di tiap-tiap kabupaten/kota.

5. Melalui usaha yang dirintis bersama di tiap-tiap kabupaten/kota tersebut, para RPS dapat memperoleh penghasilan yang layak sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya.

B.  Saran
1. Model  IN-ON-IN  yang  telah  digunakan  dalam  membekali  keterampilan  dalam bentuk diklat bagi RPS ini bisa menjadi acuan bagi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

2. Dalam merintis dan mendirikan usaha yang dikelola oleh para RPS memerlukan permodalan dalam bentuk peralatan bengkel yang cukup besar sehingga alokasi bantuan perlu ditambah.

3. Perlu adanya perhatian dan kerjasama berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi melalui program Pengabdian pada Masyarakat dalam usaha pengentasan kemiskinan

dan pengangguran.
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